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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil
(SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.l. Nomor: 158 Tahun
1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke

abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-

huruf Arab degan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian

dilambangkan dengan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan

transliterasinya.

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Alif Tidak Tidak dilambangkan
dilambangkan

< | Ba B Be

< | Ta T Te

& | Sa S Es (dengan titik di
atas)

T | Jim J Je

C | Ha H Ha( dengan titik
dibawah)

¢ | Kha Kh Ka dan ha

4| Dal D De

keputusan bersama




Zal Z Zet (dengan titik

diatas)

J | Ra R Er

J | Zai Z Zet

o= | Sin S Es

U4 | Syim Sy Es dan ye

e | Saf S Es (dengan titik
dibawah)

va | Dad D De (dengan titik
dibawah)

b |Ta T Te (dengan titik
dibawah)

L za V4 Zet (dengan titik
dibawah)

g | Ain ! Koamater balik di
atas)

¢ | Gain G Ge

< | Fa F Ef

d | Qaf Q Qi

d | Kaf K Ka

¥ | Lam L El

| Mim M Em

¢ | Nun N En

S | Waw W We




® | Ha H Ha
¢ | Hamzah ¢ | Apostrof
s | Ya Y Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia,

terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda Nama Huruf Latin Nama
_/ Fattah A A
D
_/ Kasrah I
_ s | Dammah U u

Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda Nama Gabungan Huruf Nama
dan
Huruf

s _/ | Fathadanya Ai Adani

Xi



Maddah atau vokal

s-/ | Fatha dan waw Au

Adanu

Contoh :

- Kataba =

- Fa'ala=(ed

- Kaifa = <is
c. Maddah

panjang yang

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Contoh :

lambangnya berupa

harkat huruf,

Harkat dan Huruf

Nama

Huruf dan Tanda

Nama

Fattah dan alif atau| A A dan garis di

ya atas

Kasrah dan ya I | dan garis di
atas

Dammah dan| U U dan garis di
atas

wau

- Qala =4l
- Rama=lay
- Qila=Jé

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah Hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fattah, kasrah dan

<<dammah, transliterasinya (t).

Xii




2) Ta Marbutah mati

Ta marbutah yang matibmendapat harkat sukun, tranliterasinya

adalah (h).

3) Kalau ada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu

pisah, maka ta marbutah itu ditranliterasikan dengan ha (h). Contoh :

- Raudah al-atfal — raudatul atfal
Jusialiil
- al- Maidah al-munawwarah

Iaalgisl gial 3 - talhah :4alk

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah ataupun tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, tanda syahada atau tanda tasdid, dalam
transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.
Contoh :

- Rabbana: &

- Nazzala: A

- Al-birr )4

- Al-hajj: bl

- Nu'ima:aad

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu
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:J', namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang

diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah di
transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf
(I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf

yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah di
tranliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan
di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik
diikuti huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan

dihubungkan dengan tanda sempang.
Contoh :

- Ar- rajulu : 1,

- As- sayyidiatu : s

- Asy- syamsu : buadd

- Al- galamu : L&l - Al- jalalu: 1Dl

g. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah di
transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya
berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir
kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- Ta’khuzuna :Gad g
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- An-nau’ :)sile
- Sai’un : s
- Inna : U

- Umirtu 13- Akala s

h. Penulisan Kata pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim
(kata benda), maupun hurf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu
yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan
kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam
transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata

lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal,
dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf
kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan
kalimat. Bilamana itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis
dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf

awal kata sandangnya.
Contoh :
- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitnwudi’alinnasilallazibibakkatamubarakan.
- Syahru Ramadan al-lazunazilafihi al-Qur’anu
- Walagadra’ahubilufuq al-mubin

- Alhamdulillahirabbil-‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila

dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisannya

XV



itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang

dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.
Contoh :
- Nasrunminallahiwafathunqariib
- Lillahi al-amrujami’an

- Wallahubikullisyai’in ‘alim

j. Tajwid bagi mereka yang menginginkan kefasehan dalam bacaan,
pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan

ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai

ilmu tajwid.
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ABSTRAK
ANALISIS MEKANISME PERALIHAN PEMBIAYAAN DI BANK

SYARIAH INDONESIA (BSI) CABANG BINJAI

Bank Syariah Indonesia (BSI) syariah ditunjuk pemerintah sebagai satu-satunya
institusi perbankan syariah milik negara (BUMN) yang menyalurkan praktik
pembiayaan take over. bsi baru saja terbentuk sehingga operasionalisasnya
menjadi hal yang perlu diperhatikan mengingat beberapa nasabah masih belum
familiar terhadap bank tersebut bahkan ketidaktahuan nasabah terhadap akad
pembiayaan yang digunakan dalam pengalihan (take over) akibat bentuk merger
tiga bank syariah (bank mandiri syariah, bni syariah dan bri syariah) menjadi satu
bank yaitu bank syariah indonesia (BSI). Tujuan penelitian ini adalah untuk
memahami mekanisme pelaksanaan sistem peralihan atau take over pembiayaan
di BSI Cabang Binjai, untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan
terjadinya sistem peralihan atau take over pembiayaan di BSI Cabang Binjai, dan
untuk mengetahui jenis-jenis akad yang digunakan dalam pelaksanaan sistem
peralihan atau take over pembiayaan di BSI Cabang Binjai. Jenis penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan operasional Bank
syariah menggunakan prinsip bagi hasil (Murabahah) yang pelaksanaannya
berdasarkan hukum Islam atau syariat. Bank Syariah pada dasarnya memiliki
potensi dan peluang yang luar biasa besar. Pertumbuhan dari segi aset pun sudah
membuktikan bahwa Bank Syariah merupakan model bank yang sangat ideal
untuk mendorong kemajuan perekonomian Negara. Namun dari segi kualitas
pelayanan Bank Syariah harus mengejar ketinggalannya dari Bank Konvensional
yang telah lebih awal berdiri. Selain itu, untuk menghasilkan persaingan yang
produktif antara Bank Syariah dan Bank Konvensional diperlukan peraturan
perbankan khusus untuk Perbankan Syariah sehingga mampu menjalankan
tugasnya tanpa harus mengekor kepada sistem konvensional.

Kata Kunci : Sistem Peralihan, Pembiayaan Murabahah
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ABSTRACT

ANALYSIS OF FINANCING TRANSITION MECHANISM AT

INDONESIAN SYARIAH BANK (BSI) BINJAI BRANCH

The Indonesian Syariah Bank (BSI) has been appointed by the government as the
only state-owned Islamic banking institution (BUMN) that distributes take-over
financing practices. BSI has just been formed so that its operation is something
that needs to be considered considering that some customers are still not familiar
with the bank and even the customer's ignorance of the financing contract used in
the take over due to the merger of three sharia banks (bank Mandiri Syariah, BNI
Syariah and BRI Syariah ) became one bank, namely the Indonesian Islamic Bank
(BSI). The purpose of this study is to understand the mechanism for implementing
the transfer system or take over financing at BSI Binjai Branch, to find out what
factors caused the transition or take over financing system to occur at BSI Binjai
Branch, and to determine the types of contracts used in the implementation.
transfer system or take over financing at BSI Branch Binjai. This type of research
is a descriptive qualitative research.

Based on the results of the study indicate that the operational activities of Islamic
banks use the principle of profit sharing (Murabahah) whose implementation is
based on Islamic law or syariah. Islamic banks basically have enormous potential
and opportunities. Growth in terms of assets has also proven that Islamic banks
are an ideal bank model to encourage the progress of the country's economy.
However, in terms of service quality, Islamic banks must catch up with
conventional banks which were earlier established. In addition, to produce
productive competition between Islamic Banks and Conventional Banks, special
banking regulations are needed for Islamic Banking so that they are able to carry
out their duties without having to follow the conventional system.

Keywords: Take Over, Murabahah Financing
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu pembiayaan yang diberikan oleh Perbankan Syariah yang ada di
Indonesia adalah pembiayaan peralihan atau yang kita kenal dengan sebutan take
over. Pembiayaan take over adalah salah satu bentuk pelayanan Bank Syariah dalam
membantu masyarakat rnengalinkan transaksi non Syariah yang telah berjalan
menjadi transaksi yang sesuai dengan Syariah berdasarkan permintaan nasabah.

Dengan kondisi ini take over merupakan pengambil alihan pembiayaan atau
hutang nasabah di bank konvensional dengan cara memberikan jasa hiwalah atau
menggunakan gard yang disesuaikan dengan ada tidaknya unsur bunga dalam
hutang nasabah kepada bank konvensional. Dalam pembiayaan berdasarkan take
over ini, Bank Syariah mengklasifikasikan hutang bank konvensional menjadi dua
jenis, yaitu hutang pokok plus bunga dan hutang pokok saja. Dalam menangani
“hutang pokok plus bunga”, bank Syariah memberikan jasa “qard” yakni berupa
pinjaman dana. Sedangkan untuk “hutang pokok saja”, bank Syariah memberikan
jasa “hiwalah” yaitu berupa peralihan hutang piutang. Pembiayaan dengan
mekanisme take over ini dalam dunia perbankan dipandang sebagai bentuk
persaingan antar bank dalam memikat masyarakat. Terlebih setelah
berkembangnya Perbankan Syariah di Indonesia.

Adapun Perbankan Syariah menawarkan kelebihan tersendiri kepada
masyarakat terutama dalam sisi kesyariahan, sehingga penawaran pembiayaan ini
oleh Perbankan Syariah ditawarkan kepada nasabah-nasabah yang sudah memiliki

fasilitas kredit di bank-bank konvensional. Adapun yang menjadi keunggulan dari



Bank Syariah adalah, Bank Syariah relatif lebih mudah merespons kebijaksanaan
pemerintah, terhindar dari praktik money laundering, Bank syariah lebih mandiri
dalam penentuan kebijakan bagi hasilnya, Tidak mudah dipengaruhi gejolak
moneter, Mekanisme bank syariah didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan dan
kebersamaan (Samsu, 2016).

Dalam praktiknya, terdapat fatwa-fatwa Ekonomi Syariah juga terus
berkembang di Indonesia didampingi dengan terbitnya beberapa peraturan atau
regulasi yang dikeluarkan untuk mengatur sistem perbankan terkhususnya sistem
Perbankan Syariah yang ada di Indonesia. Selama ini praktik take over
mekanismenya hanya dari bank konvensional ke Bank Syariah, namun sekarang
sistematika ini telah mengatur take over sesama Bank Syariah.

Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI juga telah mengeluarkan
ketentuan (fatwa) tentang desain-desain akad pengalihan hutang dan piutang
(take over) antar Bank Syariah. Saat ini take over dapat terjadi dari bank induk
konvensional ke Unit Usaha Syariah, atau take over yang dilakukan dengan
empat pihak dan take over peralihan debitur.

Akad yang dilakukan untuk pemindahan piutang nasabah dari yang
awalnya bank konvensional menjadi bank Syariah adalah dengan cara nasabah
meminta bank Syariah untuk menyebarkan terlebih dahulu hutangnya kepad
abank konvensional dan pemindahn hutang ini dilakukan terlebih dahulu
dengan gardh yang selanjutnya bank Syariah menyewakan ljarah Muntahiya
Bit Tamlik (IMBT) kepada nasabah kembali untuk dibayar secara cicilan

(Huda, 2010).



Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang

Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah dengan kriteria tidak mampu

membayar, yang terdiri dari dua ketentuan yaitu ketentuan penyelesaian dan

ketentuan penutup. Ketentuan penyelesaian menyatakan bahwa LKS boleh

melakukan penyelesaian (settlement) Murabahah bagi nasabah yang tidak

bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu

yang telah disepakati dengan ketentuan bahwa:

a)  Obyek Murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau
melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati

b)  Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan

c) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan
sisanya kepada nasabah

d) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap
menjadi utang nasabah

e) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka

LKS dapat membebaskan (Syariah, 2016).

Pembiayaan take over jika dilihat sama seperti bai al-inah. Bai al-inah
adalah salah satu akad jual beli yang dilarang dimana akad jual beli ini terjadi
ketika penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan janji untuk dibeli kembali
(sales and buy back) dengan pihak sama. Bai al-inah adalah penjualan tunai (cash
sale) dilanjutkan dengan pembelian tangguh (deferred payment sale). Akad jual
beli bai al-inah ini mempunyai kemiripan dengan pinjaman tunai dengan asset
pada bank konvensional. Untuk pembiayaan take over yang menggunakan akad

gardh wal Murabahah ini maka ditetapkan standar akuntansi syariah (PSAK)



yang diatur dalam PSAK No. 59 tentang gardh dan PSAK No. 102 tentang
Murabahah (Marlina, 2018).

Saat ini istilah Unit Usaha Syariah atau yang dikenal dengan UUS telah
ditiadakan. Pasalnya ketiga bank Syariah terbesar di Indonesia yaitu Bank
Mandiri Syariah (BSM), BNI Syariah dan BRI Syariah merger menadi satu
kesatuan menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Adapun jadi salah satu
pemicu permasalahan sebab ketiga bank tersebut tentunya memiliki pengaturan
yang berbeda-beda dalam sistem pengalihan pembiayaannya sebelum mereka
bersatu. Maka untuk itu dengan adanya peleburan ketiga bank ini menjadi satu
menjadi salah satu yang dapat diteliti perilah penyatuan sistem pengalihan
pembiayaannya. Bagaimana sistem mekanisme yang mereka terapkan setelah
terjadinya merger menjadi satu bank syariah yang dikenal dengan Bank Syariah
Indonesia (BSI).

Untuk menentukan sistem mekanisme sistem pembiayaan take over
dibutuhkan regulasi atau acuan bagi operasional bank itu sendiri. Ditemukan
dalam ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia. SEBI (Surat Edaran Bank
Indonesia) yang menjadi acuan pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan
penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan bank syariah, dimana
hal tersebut tertera dalam SEBI Nomor 10/ 14/ DpBS, 17 Maret 2008. Dalam
SEBI terdapat ketentuan mengenai transaksi pengalihan hutang yakni
menggunakan akad hiwalah.

Akan tetapi terdapat perbedaan dengan isi ketentuan Surat Edaran Bank
Indonesia yang mengatur tentang transaksi take over. Dalam fatwa DSN MUI

telah ditegaskan bahwa yang terkait dengan take over menggunakan gard.



Sedangkan pada Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) menggunakan akad
hiwalah.

Adapun penelitian terdahulu terkait penelitian ini yang dilakukan oleh
peneliti Elvi Nopita (2018) yang berjudul “Analisis take over nasabah pembiayaan
KPR bank syariah mandiri ke bank syariah kompetitor di kota medan (studi kasus
pada Bank Syariah Mandiri Kcp Medan pulo brayan)” dimana penelitian ini
menyatakan bahwa “Penerapan pelaksanaan take over pembiayaan KPR Nasabah
Bank Syariah Mandiri sesuai dengan Skema yang berdasarkan ketentuan DSN
MUI dengan memberikan akad gardh terlebih dahulu serta dilanjutkan dengan
akad musyarakah, Murabahah dan ijarah”.

Sedangkan penelitian lain yaitu penelitian Juwita Anggaraini dan Siti
Mardiah (2016) dengan judul “Analisis Kinerja Pembiayaan Take Over pada BTN
Syariah di Tahun 2014-2015” dimana penelitian ini menyatakan bahwa” Akad
yang digunakan BTN Syariah adalah menggunakan akad Hiwalah dan
Murabahah. Penerapan PBI nol7/10/PBI/2015 pada pembiayaan take over
memiliki pengaruh yang signifikan baik secara kualitas maupun kuantitas
pembiayaan yaitu adanya penambahan jumlah pembiayaan di tahun 2015 serta
adanya perbaikan nilai NPF”.

Salah satu perbankan syariah yang melakukan praktik pembiayaan take over
adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). Bank Syariah Indonesia (BSI) syariah
ditunjuk pemerintah sebagai satu-satunya institusi perbankan syariah milik negara
(BUMN) yang menyalurkan praktik pembiayaan take over. bsi baru saja terbentuk
sehingga operasionalisasnya menjadi hal yang perlu diperhatikan mengingat

beberapa nasabah masih belum familiar terhadap bank tersebut bahkan



ketidaktahuan nasabah terhadap akad pembiayaan yang digunakan dalam

pengalihan (take over) akibat bentuk merger tiga bank syariah (bank mandiri

syariah, bni syariah dan bri syariah) menjadi satu bank yaitu bank syariah

indonesia (BSI). sehingga dengan adanya pemaparan dari latar belakang di atas

maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Mekanisme

Peralihan Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Binjai”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasikan

beberapa masalah yang akan di jadikan bahan penelitian selanjutnya yaitu:

1.

Kurangnya pengetahuan nasabah terhadap akad pembiyaan yang
digunakan dalam pengalihan (take over) akibat bentuk merger tiga
bank syariah (Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah)
menjadi satu bank yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI).

Ketidak sesuaian akad yang digunakan Bank Syariah dalam melayani
take over dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), dimana Bank
Syariah menggunakan akad Qard, sedangkan SEBI menggunakan

akad hiwalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas penulis dapat

merumuskan permasalahan sebagai berikut

1.

Bagaimana mekanisme pelaksanaan sistem peralihan atau take over
pembiayaan di BSI Cabang Binjai?
Faktor-Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya sistem peralihan

atau take over pembiayaan di BSI Cabang Binjai?



3. Akad apakah yang digunakan dalam pelaksanaan sistem peralihan
atau take over pembiayaan di BSI Cabang Binjai?
D. Tujuan Penelitian
1. Untuk memahami mekanisme pelaksanaan sistem peralihan atau take
over pembiayaan di BSI Cabang Binjai.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya
sistem peralihan atau take over pembiayaan di BSI Cabang Binjai.
3. Untuk mengetahui jenis-jenis akad yang digunakan dalam
pelaksanaan sistem peralihan atau take over pembiayaan di BSI
Cabang Binjai.
E. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini di harapkan memiliki manfaat secara teoritis maupun
praktis yaitu sebagai berikut:
1.  Manfat Teoritis
a. Sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk menyelesaikan
perkuliahan program strata satu (S1) pada Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
b. Dapat dijadikan landasan atau referensi bagi penelitian
selanjutnya.
c. Sebagai bahan kajian dan rujukan sekaligus untuk menambah
ilmu pengetahuan peneliti.
2. Manfaat Praktis
a. Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi lembaga perbankan

syariah.



b. Dapat memberikan pemahaman dan wawasan pengetahuan kepada
masyarakat atau nasabah mengenai peraturan pengalihan (take
over) pembiayaan di bank syariah.

c. Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi praktisi dan

akademisi ekonomi syariah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka dibutuhkan sistematika

penulisan yang mana sistematika penulisan di paparkan dalam tiga bab

sebagaimana di jelaskan sebagai berikut:

BAB | : PENDAHULUAN

BAB Il :

BAB IlI

BAB IV

Dalam bab ini peneliti akan mengemukakan latar belakang, identifikasi
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta
sistematika penulisan.

LANDASAN TEORITIS

Pada bab ini peneliti akan memaparkan tentang kajian pustaka dan kajian
penelitian terdahulu yang relevan, yang mana akan dijelaskan beberapa
penelitian-penelitian terdahulu yang merupakan bahan perbandingan
dengan penelitian peneliti.

: METODE PENELITIAN

Yaitu memaparkan tentang langkah-langkah penelitian diantaranya,
rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti,
tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data,
teknik analisis data dan pemeriksaan keabsahan temuan.

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



Pada bab empat peneliti menyajikan tentang hasil penelitian yang
didapatkan dengan proses wawancara kepada pihak Bank Syariah
Indonesia Cabang Binjai mengenai take over/ pengalihan pembiayaan
serta temuan penelitian dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari peneliti.



BAB |1

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka
1.  Teori Pembiayaan

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan
yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada
kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang
semakin meningkat, muncullah jasa pembiayaan atau kredit yang ditawarkan oleh
lembaga keuangan Bank.

Menurut Rahmayari, perbankan syariah adalah sebagai penghimpun dana
dari masyarakat dan menyalurkan dana masyarakat. Namun dalam
keikutsertaannya dalam memberikan pembiayaan pembangunan, perbankan harus
memperhatikan prinsip kehati-hatian, antara lain studi kelayakan, kelangsungan
hidup, dan profitabilitas berdasarkan kapasitas pembayaran. Tujuannya adalah
untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka
meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional menuju
peningkatan kesejahteraan rakyat (Hasanah, 2021).

Pembiayaan memberikan hasil yang besar antara lain penyaluran dana yang
dilakukan oleh Bank Syariah. Dalam arti sempit, pembiayaan digunakan untuk
mendefinisikan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti:
bank syariah, kepada nasabah. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat

disimpulkan bahwa Pengertian Pembiayaan adalah penyaluran dana atau uang

10
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kepada pihak lain dalam rangka mendukung suatu usaha atau investasi yang akan
dilakukan untuk menciptakan usaha yang lebih baik dan menguntungkan (I. H.
dan S. R. Hasibuan, 2021).

Konsep pada pembiayaan digunakan sebagai alat yang dipakai untuk
mempertemukan  pihak  kelebihan dana atau disebut surplus  unit
dengan pihak deficit unit sehingga aktivitas penyaluran pembiayaan mempunyai
peran penting bagi perbankan syariah apabila bank syariah tidak mampu
mengelola pembiayaan, sementara dana yang terhimpun di bank syariah dari para
pemilik dana atau shahibul maal terus bertambah maka akan muncul idle money
yang menjadi beban juga bagi bank syariah karena akan mempengaruhi tingkat
margin atau bagi hasil (Rahmayati, 2020).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa 4:29 dan QS. Ali
Imran 3:75, yaitu sebagai berikut:

G A0 VS V5 a8k Gl 5 (e 85185 (0588 (W)l 245 280500 1RG5 ol Gl
e & 8 i

Artinya: 29. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan
janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu
(Quran, 2010).

*Uulh asle Caad V) 535 Y iy A5al5 ) (i ey S0 8355 Uiy A8 ) G S BT ey
G iy i e Gl Ot Gt o e (0 1306 a3 b
Artinya : 75. Dan di antara Ahli Kitab ada yang jika engkau percayakan

kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi
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ada (pula) di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar,
dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya.
Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, “Tidak ada dosa bagi kami
terhadap orang-orang buta huruf.” Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap
Allah, padahal mereka mengetahui (Quran, 2010).

Pembiayaan dan keberadaan pembiayaan syariah memiliki fungsi bukan
hanya untuk mencari keuntungan, namun berfungsi dalam mencipatakan
lingkungan bisnis yang aman, yaitu dalam memberikan pembiayaan dengan
prinsip syariah dengan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan nasabah
pembiayaan, membantu sistem perekonomian agar lebih produktif, serta
mmebnatu masyarakat luas dari jeratan para rentenir (Rahmayati, 2020). Menurut
Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) No. 21 Tahun 2008, pembiayaan
adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Murabahah dan musyarakah.

b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk
ijarah muntahiyah bit tamlik.

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, salam dan istishna .
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan gardh.

e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi
jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau
Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang
dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan Ujrah, tanpa imbalan atau bagi
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hasil (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
Perbankan Syariah, 2008).

Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah menggunakan
akad Murabahah atau disebut dengan bagi hasil, pembiayaan ini diberikan kepada
masyarakat yang ingi membuka usaha atau mengembangkan usaha yang dimiliki
oleh masyarakat. yang dilalui dengan tahapan pembiayaan yang dimulai dari
mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah atau bank syariah
oleh masyarakat atau nasabah, yaitu dengan membawa kelengkapan dan mengisi
survey terkait. Setelah itu pihak lembaga keuangan syariah memproses data-data
yang telah diserahkan oleh nasabah untuk ditinjau dan dianalisis oleh komite
pembiayaan. Kemudian dilakukan penilaian, yang dimulai dari analisis terhadap
skema pembiayaan yang diajukan, tujuan pembiayaan dan analisis kelayakan
terhadap pembiayaan yang diajukan, setelah itu ditetapkan pembiayaan yang akan
diberikan vyaitu dengan menggunakna pembiayaan mudaharabah. Setelah
didapatkan hasil terhadap keputusan komite, yaitu jika diterima maka telah
disepakati dan dilakukan penandatangan akad sedangkan jika tidak diterima maka
berhenti sampai disitu (Pradesyah & Bara, 2020).

2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Tujuan utama suatu utama pembiayaan antara lain:

a.  Mencari keuntungan bagi para milik usaha (lembaga keuangan) dan
memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada pihak bank
tersebut.

b. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik investasi

maupun modal untuk kerja.
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Sebagai pemilik dana mengharapkan dana yang diinvestasikan akan
memperoleh bagi hasil.

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah dapat terbantu dalam
pembiayaan pembangunan negara, maka dari itu akan memperoleh
pajak (berupa pajak penghasilan atau keuntungan yang diperoleh bank

dan juga perusahaan-perusahaan).

Di sisi lain tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk

meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-

nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya

pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk

menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-

barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan.

Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan dan

keuangan dapat dikemukakan yaitu:(Pradesyah & Bara, 2020)

a.

b.

Meningkatkan usahanya bagi pemilik lembaga keuangan dan nasabah.
Meningkatkan utility (daya guna) dari modal atau uang. Nasabah
menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Uang tersebut dalam
persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan
untuk memperluas atau memperbesar usahanya.

Meningkatkan utility (daya guna) suatu barang, dimana produsen
dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi barang jadi, sehingga
utility dari barang tersebut meningkat. Misalnya padi menjadi beras,

benang menjadi tekstil, dan sebagainya.
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Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang dengan
menyalurkan pembiayaan melalui rekening atau rekening koran.
Pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan
sejenisnya seperti; cheque, giro, bilyet, wesel, promes dan sebagainya.
Pembiayaan meningkatkan semangat masyarakat dalam berwirausaha.
Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi
yaitu berusaha memenuhi kebutuhannya, akan tetapi meningkatnya
usaha tidaklah selalu diimbangi dengan kemampuan.

Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha
meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha yang berarti keuntungan
secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti dikembangkan dalam
bentuk permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus
menerus.

Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi yang kurang sehat langkah
langkahnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain; pengendalian
inlasi, peningkatan ekspor, rehabilitas sarana dan pemenuhan

kebutuhan pokok rakyat.

Prinsip Pembiayaan

Melalui pembiayaan dapat dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:

a.

Prinsip jual beli

Pembiayaan dengan prinsip jual ditunjukkan untuk memiliki barang,

Dimana keuntungan telah ditentukan di depan dan menjadi bagian harga



16

atas barang atau jasa yang dijual. Akad yang dipergunakan dalam produk

jual beli ini antara lain:

1)

Murabahah

Adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (Sahibul mal)
kepada pengelola dana (mudarrib) untuk melakukan kegiatan usaha
tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara
kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati
sebelumnya. Pembiayaan Murabahah digolongkan menjadi dua jenis
yaitu, Murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian
barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan
pesanan mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang
yang dipesannya. Murabahah yang bersifat mengikat berarti pembeli
harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan
pesanannya (harinanda, 2019). Murabahah adalah akad jual beli
dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait atas barang
tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang
diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli,
kemudian BMT mensyaratkan atas laba atau keuntungan dalam
jumlah tertentu. Dalam konteks ini, BMT tidak meminjamkan uang
kepada aggota untuk membeli komoditas tertentu, akan tetapi pihak
BMT membelikan komoditas pesanan anggota dari pihak ketiga, dan
baru kemudian dijual kembali kepada anggota dengan harga yang

disepakati kedua belah pihak (sitompul, 2020).
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Salam adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan
dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu
secara penuh.

Istishna " adalah transaksi jual beli antara pemesanan atau pembeli
(Mustashni”) denganprodusen atau penjual (shani’) Diana barang
yang akan diperjualbelikan harus dibuat (Manufachtured) lebih dahulu
dengan kriteria yang jelas.

Prinsip Sewa

Pembiayaan dengan prinsip sewa yaitu adanya dua pihak, salah satu

sebagai penyewa dan yang lain sebagai yang menyewakan. Adanya objek

yang disewakan, yang berwujud benda atau aset.

C.

Prinsip bagi hasil

Bagi Hasil adalah suatau perkongsian, di mana terjadi perserikatan

dua orang/pihak atau lebih dalam suatu kegiatan usaha atau proyek

keimanan masingmasing pihak berhak atas segala keuntungan dan

bertanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi. Berikut beberapa

jenis prinsip bagi hasil:(Arbi, 2013)

1)

Murabahah

Murabahah adalah penanaman dana dari pemilik dana (Shahibul
Mall) kepada pengelola dana (Mudharib) untuk melakukan kegiatan
usaha usaha, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung
(profit sharing) atau metode bagi pendapatan (Net revenue sharing)
antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah di sepakati

sebelumnya.
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2)  Musyarakah
Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih
untuk suatu usaha tertentu, dengan masing-masing pihak memberikan
konstriibusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi
berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi
kontribusi dana.
d.  Pembiayaan dengan pelengkap akad
Pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar
pembiayaan dengan menggunakan prinsip-prinsip di atas. Berikut akad
pelengkap tersebut, yaitu: hawalah (alih hutang piutang), rahn (gadai), Qard
(pinjaman uang), wakalah (perwakilan), kafalah (Garansi bank).

1) Qard Memberikan apapun yang bernilai kepada yang lain sehingga
secara kedermawanan pihak kedua dapat menikmati manfaat yang
sama dengan syarat jumlah yang sama atau serupa dari barang
tersebut harus dibayarkan kembali ketika diminta atau pada waktu
yang telah ditentukan.

2) Hiwalah adalah pengalihan dari orang yang berhutang kepada
orang lain yang wajib menanggungnya atau pemindahan beban
hutang dari muhil (orang yang berhutang) menjadi tanggungan
muhal’alaih atau orang yang berkewajiban membayar hutang.

4.  Pembiayaan Bermasalah
Pembiayaan bermasalah adalah timbul dari penunggakan nasabah yang
melewati dari ambang batas. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah maka bank

syariah berusaha dalam menyelamatkan pembiayaan vyaitu diatur berdasarkan
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Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011Tentang perubahan atas Peraturan

Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank

Syariah dan Unit Usaha Syariah. Apabila terdapat suatu masalah pada pembiayaan

yang dilakukan oleh nasabah, maka pihak bank melakukan suatu upaya berupa

restrukturisasi pembiayaan dalam membantu nasabah untuk menyelesaikan

kewajibannya, yaitu melalui beberapa tahapan (Pradesyah, 2017):

a.

Penjadwalan kembali (rescheduling) merupakan perubahan jadwal
pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

Persyaratan kembali (reconditiong) merupakan suatu perubahan sebagian
bahkan seluruhnya dari persyaratan pembiayaan tanpa adanya
penambahan sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan oleh
bank.

Penataan kembali (restructuring) merupakan suatu perubahan terhadap
persyaratan pembiayaan, yang meliputi penambahan dana fasilitas
pembiayaan bank, adanya koncersi dari akad pembiayaan, konversi dari
pembiayaan tersebut menjadi surat berharga syraiah yang memiliki
jangka waktu menengah serta konversi pembiayaan menjadi suatu
penyertaan modal yang dilakukan sementara pada perusahaan nasabah
yang dapat disertai dengan rescheduling atau

reconditioning.

Pembiayaan bermasalah yang banyak terjadi di kalangan lembaga keuangan

terjadi tidak secara tiba-tiba, melainkan disebabkan karena dua hal vyaitu,

(pertama) dari pihak perbankan, (kedua) dari pihak nasabah.
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Faktor-Faktor Penyebab Pembiayan Bermasalah

Dari sisi Nasabah, beberapa hal yang menyebabkan pembiayaan menjadi

bermasalah, antara lain: (Indonesia, 2014)

a

b

c

. Produk atau jasa yang buruk

. Kontrol keuangan yang buruk

. Faktor eksternal, seperti bencana, ekonomi, persaingan, dan teknologi.

Adapun beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan

bermasalah karena kesalahan bank atau lembaga keuangan Syariah sebagai

berikut:(Indonesia, 2014)

a.

Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah. Kurang tajam
dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan pembiayaan
dan sumber pembayaran kembali.

Kurang pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari
calon nasabah dan apa manfaat pembiayaan yang diberikan.

Kurang mahir dalam analisis laporan keuangan calon nasabah.

Kurang lengkap dalam mencantumkan syarat-syarat.

Terlalu agresif atau terburu-buru.

Pemberian kelonggaran terlalu banyak.

Kurangnya pengalaman pejabat pembiayaan atau account officer dalam
melaksanakan tugas.

Mudah untuk dipengaruhi, diintimidasi, atau dipaksa oleh calon nasabah.
Keyakinan yang berlebihan.

Kurang mengadakan review laporan dan menganalisis laporan keuangan

serta informasi-informasi kredit lainnya.
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Kurang mengadakan kunjungan ke lokasi nasabah.

Kurang mengadakan kontak dengan nasabah.

m. Pengikatan agunan kurang sempurna.

n

0

p

. Adanya kepentingan pribadi pejabat bank.
. Tidak punya kebijakan dalam pembiayaan yang sehat.

. Sikap terlalu memudahkan dari pejabat bank dan account Office.

Karena kesalahan nasabah atau Mitra pembiayaan:

a.

b.

a.

Nasabah tidak kompeten dalam menjalankan usahanya
Nasabah tidak atau kurang pengalaman.
Nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya

Nasabah tidak jujur

. Nasabah serakah.

Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Rescheduling (Penjadwalan kembali)

Rescheduling adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah
atau jangka waktu. Perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau
jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan
Murabahah atau masyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan
telahjatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan
kemampuan membayar.

Reconditioning (Persyaratan kembali).

Reconditioning yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh
persaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal

angsuran, atau jangka waktu kredit saja.
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c. Restructuring (Penataan kembali)

Upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit
berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh
atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau
tanpa Rescheduling dan Reconditioning. Penataan kembali Restructuring
perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:

1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS.

2) Konversi akad pembiayaan.

3) Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka
Waktu Menengah.

4) Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan modal sementara pada
perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan rescheduling atau
reconditioning

d. Kombinasi Kombinasi merupakan gabungan dari ketiga jenis metode
yang digunakan di atas misalnya Restructuring dengan Rescheduling atau
Restructuring dengan reconditioning.

e. Penyitaan jaminan Penyitaan jaminan atau agunan yang merupakan jalan
terakhir apabila nasabah benar — benar tidak punya itikad baik atau sudah
tidak mampu lagi dalam membayar hutang — hutangnya.(Surat Edaran
Bank Indonesia Nomor 13/18 DbS Tanggal 30 Mei 2011 Tentang
Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor10/34/DPbS
Tanggal 22 Oktober 2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi

Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, 2011)
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7.  Take Over

Take over merupakan suatu Istilah yang dipakai dalam dunia perbankan
dalam hal pihak ketiga memberi kredit kepada debitur yang bertujuan untuk
melunasi hutang/kreditur kepada kreditur awal dan memberikan kredit baru
kepada debitur sehingga kedudukan pihak ketiga ini menggantikan kedudukan
kreditur awal.

Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah adalah
membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi nonsyariah yang telah
berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini,
atas permintaan nasabah, bank syariah melakukan pengambilalihan hutang
nasabah dari bank konvensional dengan cara memberikan jasa hiwalah atau
dapat juga menggunakan gard, disesuaikan dengan ada atau tidaknya unsur bunga
dalam hutang nasabah kepada bank konvensional. Setelah nasabah
melunasi kewajibannya kepada bank konvensional, transaksi yang terjadi
adalah antara nasabah dengan bank syariah. Dengan demikian, yang dimaksud
dengan pembiayaan berdasarkan take over adalah pembiayaan yang timbul
sebagai akibat dari take over terhadap transaksi nonsyariah yang telah berjalan
yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah (Karim, 2011).

Perbankan syariah dalam mengeluarkan produk pembiayaan take over
berdasarkan pada fatwa DSN NO.31/DSN-MUI/V1/2002 tentang pengalihan
utang. Istilah yang digunakan dalam fatwa DSN adalah pengalihan hutang karena
pembiayaan take over jika diartikan secara singkat adalah pengalihan hutang yang

diidentikkan dengan akad hawalah (akad pengalihan hutang) (Muchlis, 2010).
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Take over adalah pengalihan utang, berupa pengalihan transaksi non syariah
yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. Take over yang
dimaksud adalah proses perpindahan kredit nasabah di bank konvensional
menjadi pembiayaan dengan prinsip jual beli yang berdasarkan syariah.

Take over sesungguhnya dapat juga disebut sebagai hiwalah, yaitu hiwalah
muthalagah, karena muhal “alaih tidak memiliki hutang kepada muhil (nasabah),
karena itu pengalihan itu tidak terkait dengan hutang bank kepada muhil
(nasabah), karena memang hutang itu tidak pernah ada (Aziz, 2009). STAIN Press
Analisa yang dipakai untuk mengetahui keadaan calon nasabah adalah dengan
menerapkan prinsip 5C yaitu analisa terhadap Capacity (kapasitas), Character
(karakter), Capital ( modal) , Condition of economics (kondisi ekonomi), dan
Collateral (jaminan).

8.  Landasan Hukum Take Over

a.  Undang-undang hukum perdata Sebagaimana yang tertulis pada

undang-undang KUH perdata pasal 1400-1401KUHperdata yang

berbunyi sebagai berikut: (Subekti, R, 2019)

1)  Pasal 1400 “Subrogasi atau perpindahan hak kreditur kepada
seorang pihak ketigayang membayar kepada kreditur, dapat
terjadi karena persetujuan atau karena undangundang.”

2) Pasal 1401 Perpindahan itu terjadi karena persetujuan.

a) Bila kreditur dengan menerima pembayaran dan pihak
ketiga, = menetapkan  bahwa orang ini  akan
menggantikannya dalam menggunakan hak-haknya,

gugatan-gugatannya, hak-hak istimewa dan hipotek-
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hipoteknya terhadap debitur, subrogasi ini harus
dinyatakan dengan tegas dan dilakukan bersamaan dengan
waktu pembayaran.

Bila debitur menjamin sejumlah uang untuk melunasi
utangnya, dan menetapkan bahwa orang yang
meminjamkan uang itu akan mengambil alih hak-hak
kreditur agar subrogasi ini sah, baik perjanjian pinjaman
uang maupun tanda pelunasan, harus dibuat dengan akte
otentik, dan dalam surat perjanjian pinjam uang harus
diterangkan bahwa pembayaran dilakukan dengan uang

yang dipinjamkan oleh kreditur baru.b.

Fatwa DSN-MUI tentang Pengalihan Hutang DSN-MUI telah

menerbitkan Fatwa No. 31/DSNMUI/NV1/2002 tentang Pengalihan

Hutang. Istilah lain untuk pengalihan hutang dalam bahasa fikih

dikenal dengan istilah hiwalah. Substansi dari fatwa tersebut adalah

sebagai berikut:

1)

Pertama: Ketentuan Umum Dalam fatwa ini, yang dimaksud

dengan:

a)

b)

Pengalihan Utang adalah pemindahan utang nasabah dari
bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga
keuangan syariah.

Al-Qard adalah akad pinjaman dari Lembaga Keuangan
Syariah (LKS) kepada nasabah dengan ketentuan bahwa

nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang
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diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara
pengembalian yang telah disepakati.

Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai
kredit kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK)
untuk pengembalian aset, yang ingin mengalihkan
hutangnya ke LKS.

Aset adalah adalah aset nasabah yang dibelinya melalui

kredit dari LKK dan belum lunas pembayaran kreditnya.

Kedua: Ketentuan Akad Akad dapat dilakukan melalui empat

alternatif berikut: Alternatif I:

a)

b)

d)

LKS memberikan gard kepada nasabah. Dengan gard
tersebut nasabah melunasi kredit (hutangnya), dan
demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi
milik nasabah secara penuh.

Nasabah menjual aset di maksud angka 1 kepada LKS,
dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi gardh-
nya kepada LKS.

LKS menjual secara Murabahah aset yang telah menjadi
miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran
secara cicilan.

Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang
algardh dan Fatwa DSN nomor 04/DSNMUI/IVV/2000

tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan
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Pembiayaan Pengalihan Hutang sebagaimana dimaksud

alternatif | ini.

Alternatif II:

a)

b)

d)

LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK
sehingga dengan demikian terjadilah syirkah al-milk antara LKS
dan nasabah terhadap asset tersebut.

Bagian asset yang dibeli oleh LKS sebagaimana yang dimaksud
angka 1 adalah sebagian aset yang senilai dengan hutang (sisa
cicilan) nasabah kepada LKK.

LKS menjual secara Murabahah bagian asset yang menjadi
miliknya tersebut kepada nasabah dengan pembayaran secara
cicilan.

Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Hutang

sebagaimana dimaksud dalam alternatif 11 ini.

Alternatif 1I:

a)

b)

Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas
aset, nasabah dapat melakukan akad ijarah dengan LKS sesuai
dengan fatwa DSN-MUInomor 09/DSNMUI/IV/2002.

Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menelangi kewajiban
nasabah dengan menggunakan prinsip al-gardh sesuai fatwa

DSNMUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
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c) Akad ijarah sebagaimana di maksud angka 1 tidak boleh
dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan
sebagaimana di maksud angka 2.

d) Besar imbalan jasa ijarah sebagaimana dimaksud angka 1 tidak
boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS
kepada nasabah sebagaimana dimaksud angka 2.

Alternatif 1V:

a) LKS memberikan gardh kepada nasabah. Dengan gardh tersebut
nasabah melunasi kredit (hutangnya) dan dengan demikian aset
yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara
penuh.

b)  Nasabah menjual aset di maksud angka 1 kepada LKS dan
dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi gardhnya kepada
LKS.

c) Menyewakan aset yang menjadi miliknya tersebut kepada
nasabah, dengan akad al-ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.

d) Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang algardh dan
fatwa DSN nomor: 27/DSN-MUI/111/2002 tentang al-ijarah al-
Muntahiyah bi al-Tamlik berlaku pula dalam pelaksanaan
Pembiayaan Pengalihan Hutang sebagaimana dimaksud dalam
alternatif IV ini.

9.  Akad Pembiayaan Take Over
Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah adalah membantu

masyarakat untuk mengalihkan transaksi nonsyariah yang telah berjalan menjadi
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transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, atas permintaan
nasabah, bank syariah melakukan pengambil alihan hutang nasabah dari bank
konvensional dengan cara memberikan jasa hiwalah atau dapat juga menggunakan
gard, disesuaikan dengan ada atau tidaknya unsur bunga dalam hutang nasabah
kepada bank konvensional. Setelah nasabah melunasi kewajibannya kepada bank
konvensional, transaksi yang terjadi adalah antara nasabah dengan bank syariah.
Dengan demikian, yang di maksud dengan pembiayaan berdasarkan take over
adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari take over terhadap transaksi
non-syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan
nasabah.

10. Mekanisme Pembiayaan Take Over

Dalam pembiayaan berdasarkan take over ini, bank syariah
mengklasifikasikan hutang nasabah kepada bank konvensional menjadi dua
macam, yakni:

a.  Hutang pokok plus bunga,

b.  Hutang pokok saja.

Dalam menangani hutang nasabah yang berbentuk hutang pokok plus
bunga, bank syariah memberikan jasa gardh karena alokasi penggunaan gard tidak
terbatas, termasuk untuk menalangi hutang yang berbasis bunga. Sedangkan
terhadap hutang nasabah yang berbentuk hutang pokok saja, bank syariah
memberikan jasa hiwalah atau pengalihan hutang karena hiwalah tidak bisa untuk
menalangi hutang yang berbasis bunga. Akad yang dibuat antara Bank Syariah
dengan nasabah dituangkan dalam bentuk akad baku. Penggunaan akad baku

merupakan wujud efisiensi bisnis oleh para pelaku usaha terutama pihak yang
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memiliki posisi dominan dalam melakukan transaksi ternyata juga dipakai untuk
memperoleh keuntungan atau benefit dengan cara mencantumkan klausula
ekstensi yang memberatkan salah satu pihak.

Akad pemindahan piutang nasabah dari bank konvensional kepada bank
syariah. Nasabah meminta bank syariah untuk menyebarkan terlebih dahulu
hutangnya kepada bank konvensional. Pemindahan hutang ini dilakukan terlebih
dahulu dengan gardh (Huda, 2010).

11. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Take Over

Terjadinya take over atau peralihan pembiayaan dapat terjadi dengan adanya
faktor internal maupun faktor eksternal, yaitu:

a.  Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari bank dalam hal ini
berhubungan dengan kebijakan manajemen tentang pembiayaan, sebagai salah
satu sumber pendapatan bank. Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan take over
yaitu: kemudahan persyaratan, tidak ada penalti, cicilan yang murah dan sama tiap
bulannya karena tidak ada bunga yang memberatkan nasabah, dan juga promo
banking. Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan take over, yaitu:

1)  Kemudahan persyaratan

Untuk meningkatkan nasabah take over, bank syariah mentukan syarat
yang tidak rumit, perpindahan dilakukan melalui take over yang
berlaku umum, yaitu sisa pokok pinjaman di bank lama dibeli atau
diambil alih bank syariah umumnya akad yang dipakai adalah

Murabahah (jual-beli dengan pembayaran tertunda).
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2) Tidak ada pinalti
Dalam pelaksanaan pembiayaan di bank syariah tidak dikenal istilah
pinalti terhadap nasabah yang bermasalah, tetapi tetap diupayakan
untuk memajukan usaha nasabah sehingga nasabah mampu melunasi
utangnya.

3) Cicilan
Cicilan yang murah dan tetap setiap bulannya karena tidak ada bunga
yang memberatkan nasabah. Besarnya cicilan adalah tetap setiap
bulan, tidak dipengaruhi oleh fluktuasi suku bunga sebagaimana di
bank konvensional. Besarnya cicilan ini telah ditentukan sejak awal
pembiayaan.

4)  Promo banking
Dalam upaya menarik nasabah dengan predikat baik dari bank lain,
bank syariah juga melakukan promo banking yang pada umumnya
dilakukan secara personal, yaitu dengan memberikan informasi dan
penjelasan tentang produk pembiayaan syariah melalui take over. Hal-
hal yang dapat memberikan keuntung lebih kepada nasabah, baik dari
segi sistem dan pola pembiayaan, juga dalam hal proses take over
tersebut dijelaskan kepada calon nasabah untuk memberikan
gambaran kepada nasabah tentang manfaat yang akan diperolehnya
jika melakukan take over pembiayaan.

b.  Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar bank dalam hal ini

berasal dari nasabah maupun lingkungannya. Beberapa faktor yang mendorong



32

nasabah melakukan take over pembiayaan adalah: pertimbangan keuntungan dan
manfaat, dimana pada BSM pembiayaan dilakukan dengan sistem bagi hasil,
keinginan nasabah untuk mengamalkan syariah, suku bunga pada bank
sebelumnya mengalami peningkatan, adanya sesuatu dan hal lain yang membuat
debitur kecewa (Berliani, 2021)
12. Sistem Peralihan (Take Over) Pembiayaan Bank Syariah Indonesia

Pada sistem pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI) terdapat beberapa
produknya yang menggunakan sistem peralihan atau take over, yaitu pembiayaan
individu dan pembiayaan perusahaan. Berikut penjelasan dari kedua produk
tersebut:
a.  Pembiayaan Individu

“BSI Griya Hasanah” adalah produk pembiayaan individu yang dimiliki

oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) yang melayani sistem take over atau

peralihan. Layanan pembiayaaan kepemilikan rumah untuk ragam

kebutuhan, sebagai berikut:(BSI, 2021)

1)  Pembelian Rumah baru/ Rumah second /Ruko/Rukan/Apartemen

2)  Pembelian Kavling Siap Bangun

3)  Pembangunan/Renovasi Rumah

4)  Ambil alih Pembiayaan dari bank lain (Take Over)

5)  Refinancing untuk pemenuhan kebutuhan nasabah

Keunggulan:

1) Biaya Ringan: Skema layanan syariah yang pastikan setiap biaya

sesuai tujuan-nya



33

2)  Pengajuan Real Time: pengajuan pembiayaan rumah lebih mudah dan
cepat secara online
3)  Angsuran Tetap dan Terencana: Prinsip jual beli menjadikan cicilan
pasti sesuai kesepakatan nasabah dan bank

4)  Bisa dilakukan pengajuan online

5)  Bebas biaya appraisal sampai dengan 5 Milyar

Syarat dan Ketentuan Umum

1)  WNI berdomisili di Indonesia

2)  Jenis Profesi: Pegawai Tetap, Professional, dan Wiraswasta

3)  Usia Minimal 21 tahun atau sudah menikah

Manfaat Layanan

1)  Angsuran ringan dan tetap

2)  Kemudahan pembayaran dengan fasilitas autodebet Tabungan BSI

3)  Proses pembiayaan mudah dan cepat secara online

4)  Bebas biaya provisi, pinalti, dan appraisal
b.  Pembiayaan Perusahaan

“Refinancing” adalah produk pembiayaan perusahaan yang dimiliki oleh
Bank Syariah Indonesia (BSI) yang melayani sistem take over atau peralihan.
Dalam produk ini adapun Fasilitas Pembiayaan untuk mendapatkan dana fresh
money atas aset/objek eksisting Calon Nasabah untuk kebutuhan:(BSI, 2021)

1)  Akuisisi Asset

2)  Take Over

3)  Kebutuhan investasi lainnya
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d.  Keunggulan:
1)  Berdasarkan prinsip syariah: Berdasarkan prinsip syariah dengan akad
Murabahah (Jual beli), Musyarakah Mutanagisah/ MMQ (diminishing
partnership), dan ljarah Muntahiyya Bitamlik/ IMBT (Leasing) sesuai
dengan kebutuhan dan karakteristik investasi
2) Pembiayaan tersedia dalam Rupiah dan mata uang lainnya
3) Jangka waktu minimum 12 bulan dan maksimum sesuai kebutuhan
nasabah
4)  Nilai pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan investasi
5) Pembiayaan bersifat on liquidation, baik secara bertahap maupun
secara langsung
6) Mekanisme pembayaran secara angsuran dengan atau tanpa grace
period dan/atau ballon payment
7)  Biaya dan tingkat pricing yang kompetitif
2. Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan
pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau
kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (Ascarya, 2006).

Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank syariah adalah bank yang
beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata
cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu
unsur yang harus dijauhi dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang

mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan) (Firdaus NH, 2005).
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Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan
oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan maupun transaksi
perbankan lainnya. Transaksi yang dapat ditawarkan oleh bank berbeda antara
satu bank dengan bank lainnya. Beberapa bank syariah menawarkan semua
produk perbankan, sebagian bank syariah menawarkan produk tertentu dan
seterusnya. Produk dan jasa bank syariah yang dapat diberikan kepada
masyarakat tergantung jenis banknya.(Ismail, 2011)

Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya
berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peran dan fungsi bank syariah, di antaranya
sebagai berikut: 4 Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia
usaha dalam bentuk tabungan (Murabahah), dan giro (wadiah), serta
menyalurkannya kepada sektor rill yang membutuhkan.

a)  Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun
dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang
sesuai dengan syariah.

b)  Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah
kontrak perwakilan atau penyewaan.

¢) Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana
sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam (Arifin, 2007).

3. Murabahah
a.  Pengertian Murabahah

Kata Murabahah secara  etimologi berasal dari bahasa

arab, kata ini termasuk diantara kata yang mempunyai banyak arti. Diantaranya

memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar berubah,
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mencampur, berjalan, dan lain sebagainya. Perubahan makna tersebut bergantung
pada kata yang mengikutinya dan konteks yang membentuknya (Andini, 2018).

Murabahah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal)
kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu,
dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss
sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak
berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Umam, 2016).

Akad Murabahah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama
(malik, shahibul mal, atau bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan
pihak kedua (‘amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola
ddana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang
dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank
syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau
menyalahi perjanjian (Sa’diyah & Arifin, 2013).

Menurut Syafi’l, bahwa secara teknis al-Murabahah adalah kerjasama
bisnis antara dua orang di mana pihak pertama (shohibulmaal) menyediakan
semua modal, sementara pihak lain mengelolanya. Keuntungan bisnis dibagi
sesuai kesepakatan dalam akad, sedangkan jika kerugian ditanggung oleh pemilik
modal sepanjang kerugian tersebut bukan karena kelalaian pengelola. Jika
kerugian disebabkan oleh penipuan atau kelalaian pengelola, pengelola harus
bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Samsul Arisandi, 2021).

Pengerahan dana didalam Murabahah yaitu mekanisme masuknya dana dari
nasabah kepada bank, dan yang dimaksud dengan penyaluran dana adalah

keluarnya dana dari bank kepada nasabah (Harinanda, 2019).
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Murabahah pada saat pengerahan dana diimplementasikan dalam
bentuk tabungan Murabahah dan deposito  Murabahah. Tabungan
Murabahah adalah dana yang disimpan nasabah yang akan dikelola bank
untuk memperoleh keuntungan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan
kesepakatan bersama (Harinanda, 2019).

Konsep Murabahah tidak membutuhkan keterlibatan yang intens dalam
pengelolaan usaha karena semuanya telah dipercayakan kepada pengelola,
sedangkan pihak perbankan syariah sebagai pemilik modal hanya menunggu
laporan pembagian keuntungan setiap bulannya. Pembagian keuntungan yaitu
nisbah kedua belah pihak dapat diterapkan, maka bank syariah dan nasabah dapat
berdiskusi terkait skema pembayaran bagi hasil yang dipilih misalnya PLS ata RS
selama kerjasama berlangsung. Misalnya untuk pembiayaan dengan Murabahah
dapat menggunakan skema revenue sharing karena yang lebih aktif dalam
menjalankan bisnis adalah nasabah sebagai mudharib. Sedangkan untuk
pembiayaan musyarakah dapat menggunakan skema Profit and Loss Sharing
(PLS) karena hakikatnya dari musyarakah merupakan perkongsian kerjasama
dimana yang dijalankan oleh kedua belah pihak yaitu bank syariah dan nasabah
(Aulida et al., 2018).

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dalam
pembiayaan Murabahah maka bank berperan sebagai shahib al-maal (pemiliki
dana) yang membiayai seratus persen kebutuhan suatu usaha dan nasabah
bertindak sebagai mudharib  (pengelola dana). Prinsip paling utama yang
digunakan pada akad ini adalah kepercayaan. Pada hakikatnya seseorang yang

meminjamkan hartanya atau memberikannya untuk dapat dikelola oleh orang lain
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adalah karena kepercayaan tersebut. Jika dikaitkan dengan konsep perbankan,
mudharib adalah seseorang yang meminjam. Dengan adanya persyaratan jaminan

(agunan), maka posisi calon mudharib menjadi sulit (Pohan, 2016).

Nasabah I Bank N Nasabah

Pengerahan Dana Penyaluran Dana
Gambar 2.1. Skema Pembiayaan Murabahah

Walaupun Murabahah dikatakan sebagai sesuatu yang ideal untuk
perbankan islam, dan mempunyai banyak keuntungan dan “lebih baik”
dibandingkan dengan sistem lainnya, namun ternyata Murabahah dalam
kenyataanya belum menjadi skema pembiayaan yang utama pada bank syariah.
Berdasarkan data dari internasional asosiation of Islamic bank skema Murabahah
hanya dipakai 20% secara rata-rata pada bank Islam seluruh dunia. Islamic
development bank juga hanya memakai Murabahah pada sedikit proyeknya yang
kecil. Kondisi perbankan syariah dalam menjalankan Murabahah juga tidak
terlihat baik (Sitompul, 2020).
b.  Rukun Murabahah

Menurut ulama Syafi“iah, rukun qirad atau mudaharabah ada 6 yaitu
(Sitompul, 2020):

1)  Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.

2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima pihak dari

pemilik barang.
3)  Akad Murabahah dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.

4)  Maal, yaitu harta pokok atau modal.
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Amal, yaitu pekerjaan pengelola harta hingga menghasilkan laba.

Keuntungan

Rukun dan ketentuan Murabahah ada empat yaitu:

1)

2)

3)

4)

Pelaku

a)  Pelaku harus cakap hukum dan baligh.

b) Pelaku akad Murabahah dapat dilakukan sesama muslim
atau nonmuslim.

¢) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha
tetapi ia boleh mengawasi.

Objek Murabahah (modal dan kerja)

a) Modal
b) Kerja
ljab kabul

Adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-
pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui
korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
Nisbah kuntungan

Nisbah adalah pembagian keuntungan atau imbalan yang diterima
oleh bank dan nasabah . pengelola dana mendapat imbalan atas
kerjanya dan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan
modalnya. Pemilik dana tidak boleh menetapkan keuntungan yang
harus diperolehnya karena itu sama dengan riba (Anjani & Hasmarani,

2016).
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C. Jenis Akad Murabahah

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Murabahah

diklasifikasikan kedalam 3 jenis yaitu Murabahah mutlagah, Murabahah

mugayyadah, dan Murabahah musyarakah. Berikut adalah pengertian masing-

masing jenis Murabahah:

1)

2)

3)

Murabahah mutlagah adalah Murabahah dimana pemilik dana
memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam mengelola
investasinya, Murabahah ini disebut juga investasi tidak terikat.
Murabahah mugayyadah adalah Murabahah dimana pemilik dana
memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana,
lokasi,

cara, atau objek investasi atau sektor usaha. Misalnya, tidak
mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana yang dengan
dana

lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan
cicilan

tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan
investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga, mudaharabah jenis ini
disebut

investasi terikat.

Murabahah musyarakah adalah mudhrabah dimana pengelola dana

menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasinya.
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13.  Murabahah
1)  Pengertian Murabahah

Pada perjanjian Murabahah atau mark up, bank membiayai pembelian
barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu
dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan
menambahkan suatu mark up atau keuntungan. Dengan kata lain penjualan barang
oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar cost plus profit. Baik mengenai
barang yang dibutuhkan oleh nasabah maupun tambahan biaya atau mark up yang
akan menjadi imbalan bank dirundingkan dan ditentukan di muka oleh bank dan
nasabah yang bersangkutan (Septiarini, 2019).

Pada akad Murabahah, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi
tahu hargapoduk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai
tambahannya.Saat ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank
Syariah karenapaling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan
produk pembiayaan lainnya (Septiarini, 2019).

Pada saat melakukan transaksi Murabahah ini ada beberapa rukun yang
harus dipenuhi agar transaksi menjadi sah, yaitu:

1) Penjual

2) Pembeli

3) Barang yang diperjualbelikan

4) Harga

5) Akad/shighat

Pembiayaan Murabahah sekurang-kurangnya terdapat dua belah pihak

yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan



42

nasabah sebagai pembeli. Adapun proses transaksi jual beli Murabahah

diilustrasikan dalam skema dibawah ini:

1. Negosiasi dan Persyaratan

2. Akad Jual beli

6. Bayar
Bank Syariah > Nasabah
5. Terima Barang dan
3. Beli Barang Dokumen

Nasabah

Skema Pembiayaan Murabahah

2)  Rukun Murabahah

Rukun Murabahah:

Gambar 2.2.

4. Kirim Barang

1)  Pelaku akad, yaitu ba’i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang

untuk dijual dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan

dan akan membeli barang.

2)  Objek akad, yaitu mabi’ (barang dagangan) dan tsaman (harga) dan

3)  Shighah, yaitu ijab dan Qabul.

Syarat Murabahah:

1)  Para pihak yang berakad harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan

terpaksa
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2) Barang yang menjadi objek transaksi adalah barang yang halal serta
jelas ukuran, jenis dan jumlahnya dan harga barang harus dinyatakan
secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan dan
mekanisme pembayarannya disebutkan dengan jelas

3) Pernyataan serah terimadalam ijab Kabul harus dijelaskan dengan
menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang terlibat yang berakad
(Hasan, 2019).

c.  Jenis-Jenis Murabahah

1)  Murabahah sederhana
Murabahah sederhana adalah bentuk akad Murabahah ketika penjual
memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga
perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan.

2)  Murabahah kepada pemesan
Bentuk Murabahah ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli,
dan penjual. Bentuk murbahah ini juga melihat pembeli sebagali
perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan
pembiayaan. Bentuk Murabahah ini yang diterapkan perbankan
syariah dalam pembiayaan (Syaikhu et al., 2020).

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari duplikasi, mengenai masalah take over atau pengalihan
di dunia perbankan telah diteliti, penenliti memiliki perbedaan yang terletak pada
kasus dan obyek status hukum. Oleh karena itu peneliti menyertakan beberapa
judul penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian ini sebagai bahan

perbandingan.
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama
No Judul Penelitian Metode Hasil Penelitian
Peneliti
1. Analisis take over | Kualitatif | Penerapan pelaksanaan take over
(Nopita, nasabah  pembiayaan pembiayaan KPR Nasabah Bank
2019) KPR bank syariah Syariah Mandiri sesuai dengan Skema
mandiri ke  bank yang berdasarkan ketentuan DSN MUI
syariah kompetitor di dengan memberikan akad gardh
kota ~medan (studi terlebih  dahulu serta dilanjutkan
kasus pada Bank dengan akad musyarakah, Murabahah
Syariah  Mandiri Kcp dan ijarah.
Medan pulo brayan).
2. | (Meswari, | Analisis Penanganan | Kualitatif | Faktor-faktor yang menyebabkan
2018) Pembiayaan pembiayaan Murabahah bermasalah
Bermasalah Pada di BSM KC Binjai meliputi: .

Akad Murabahah Di
PT. Bank Syariah
Mandiri

Kantor Cabang Binjai

a. Dari pihak nasabah disebabkan
oleh:
a) Nasabah dengan sengaja
tidak memenuhi
kewajibannya walaupun
sebenarnya dia mampu,
b)  Ketidakmampuan nasabah
dalam memenuhi

kewajibannya  yang  di
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sebabkan oleh bisnis yang
merugi,
2. Dari pihak perbankan disebabkan
oleh,

a) Pihak analis kurang teliti
dalam menganalisa
pembiayaan

b) Kelemahan verivikasi data
permohonan nasabah

¢) Jumlah pembiayaan yang
diberikan melebihi kapasitas
dari jaminan yang diberikan

d) Pemberian pembiayaan
yang kurang cukup dengan
kebutuhan yang
sesungguhnya

3. Pengawasan  bank  setelah

pembiayaan diberikan tidak memadai

Penanganan pembiayaan Murabahah

bermasalah di BSM KC Binjai

meliputi :

a. Pemberian  solusi  terhadap
masalah yang dialami nasabah

b. Melakukan restruktur pembiayaan
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dengan memperpanjang jangka
waktu pembiayaan
(Rescheduling) dan penurunan
margin (Reconditioning),

c. Penghapusan margin dan biaya
administrasi keterlambatan

d. Penjualan jaminan secara sukarela

dan melalui badan pelelangan.

(Yanti,

2019)

Analisis Restrukturisasi
Sebagai  Penyelesaian
Pembiayaan
Murabahah
Bermasalah
(Studi Kasus Pada PT.
Bank Syariah Mandiri

KCP Medan Marelan)

Kualitatif

Pihak Bank Syariah Mandiri KCP
Medan Marelan melakukan kebijakan
restrukturisasi  pembiayaan kepada
nasabah yang mengalami masalah
dalam  melunasi  pembiayaannya,
dimaksudkan dengan tujuan untuk
membantu nasabah dalam
melancarkan ~ kembali  pelunasan
pembiayaanya,diantaranya dengan
cara  penjadawalan  kembali  (
rescheduling) sesuai dengan Fatwa
DSN-MUI Nomor 48/DSN-
MUI/IN/2005, persyaratan kembali
reconditioning) sesuai dengan
Fatwa DSN-MUI Nomor 46/DSN-

MUI/11/2005 dan Nomor 23/DSN/
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MUI/ 11/2005, dan penataan kembali (
restructuring) sesuai dengan Fatwa
DSN-MUI

Nomor 49/DSN

MUI/11/2005 .

(Rambe,

2019)

Pengaruh Pembiayaan
Syariah Terhadap
Pendapatan  Nasabah

Sektor Pertanian Pada

PT. Bank Syariah
Mandiri Kc Lubuk
Pakam

Kuantitatif

Berdasarkan hasil pengujian secara
parsial pengaruh pembiayaan syariah
terhadap pendapatan nasabah sektor
pertanian diperoleh thitung sebesar
7,008, maka dapat diketahui bahwa
thitung> dari ttabel yaitu 7,008 >
1,782. Dan mempunyai angka
signifikan sebesar 0,000 < 0,05. (Sig
0,000 < a0,05) maka dapat
disimpulkan Ha diterima dan Ho
ditolak, hal ini menunjukkan bahwa
ada pengaruh yang signifikan antara
pengaruh pembiayaan syariah terhadap
pendapatan nasabah sektor pertanian
di Bank Syariah Mandiri KC Lubuk
Pakam. Berdasarkan uji determinasi
dijelaskan bahwa R

squaer 0,791 atau 791 %

menunjukkan sekitar 79,1 % variabel

pendapatan nasabah sektor pertanian
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dipengaruhi  Pembiayaan  syariah.
Sisanya 20,9 % dipengaruhi oleh

variabel yang tidak diteliti dalam

penelitian ini.
(Zambharir, | Analisis Strategi | Kualitatif | Hasil Prosedur pembiayaan
2019) Penyelesaian Murabahah di BSM KCP Setia Budi

Pembiayaan
Bermasalah
Pada Akad Murabahah
Di PT Bank Syariah
Mandiri Kantor

Cabang Setia Budi

di mulai dari permohonan pembiayaan
nasabah dengan cara mengisi formulir
atau aplikasi beserta menyertakan
persyaratan awal. Pengisian aplikasi
tersebut

didampingi dan dianalisa oleh AO.
Jika pembiayaan di setujui maka
pegawai administrasi  pembiayaan
membuat SP3 (Surat Penegasan
Pemberian Pembiayaan), dan
melakukan akad pembiayaan oleh
notaris. Berdasarkan SP3 dan akad
tersebut menjadi dasar operating
Manager untuk melakukan pencairan
pembiayaan kepada nasabah. Setelah
proses pencairan, AO melakukan
monitoring terhadap nasabah, berupa

pengawasan dan pembinaan terhadap
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melakukan angsuran hingga
pelunasan, penghitungan bagi hasilnya
menggunakan metode  Revenue
Sharing yaitu pembagian bagi hasil
berdasarkan pendapatan bukan
keuntungan bersih. Kendala
pembiayaan Murabahah lebih kepada
dari kebijakan BSM yang menetapkan
tarif  tinggi pada  pembiayaan
Murabahah yang
membuat jangkauan dari pembiayaan
Murabahah menjadi pada kalangan
pengusaha besar saja. Oleh sebab itu
banyak  masyarakat yang tidak
tersentuh oleh pembiayaan
Murabahah. Prosedur yang ditentukan
oleh BSM akan
menyulitkan nasabah untuk
melakukan pengajuan nasabah yang
baru akan  memulai  kegiatan
usahannya. Karena para pengusaha
baru atau UMKM tidak
bisa memenuhi persyaratan

persyaratan yang ditetapkan dalam
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prosedur pembiayaan.

Dari tabel Penelitian Terdahulu di atas terdapat persamaan dan perbedaan
dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu:

1.  Persamaan Penelitian yang dilakukan Elvi Nopita, Rahmi Farah Meswari
dan Astri Yanti memiliki persamaan penelitian dengan penelitian peneliti
yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif, serta sama-sama
membahas tentang pelaksanaan pengalihan dan pembiayaan Murabahah dan
sama-sama pada bank syariah.

2.  Perbedaan penenelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti

lakukan adalah perbedaan dari lokasi penelitian dan tahun pelaksanaan

[ Take Over |

Yes Tidak

h

Gambar 2.3 Alur Take Over




BAB Il1
METODOLOGI PENELITIAN
A. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif,
dimana fokus penenlitian ini adalah penggambaran secara menyeluruh tentang
bentuk, fungsi, dan makna sebuah aturan. Dengan ini metode kualitatif sebagai
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis
atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain
penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak
mengadakan perhitungan dalam pengerjaannya dan digunakan untuk meneliti
pada kondisi obyek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci
(Sugiyono, 2018).

Pendekatan kualitatif yang menggunakan data lisan suatu bahasa
memerlukan informan yang melibatkan masyarakat. Pendekatan ini diarahkan
pada latar dan individu yang bersangkutan secara holistik sebagai bagian dari satu
kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, dalam penelitian bahasa jumlah informan
tidak ditentukan jumlahnya. Dengan kata lain, jumlah informannya ditentukan
sesuai dengan keperluan penelitian. Alasan menggunakan hukum normatif
empiris karena penelitian ini peneliti membutuhkan data-data empiris sebagi
pelengkap terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu juga menelaah
bahan-bahan hukum sebagai bahan penelitian hukum normatif empiris.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi dan waktu penelitian adalah suatu waktu dan wilayah yang dijadikan

sebagai objek penelitian. Adapun lokasi dan waktu penelitian ini adalah:
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1. Lokasi Penelitian
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Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Binjai

yang beralokasi di JI. Sukarno Hatta No. 22-23, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Binjai

Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki

semua aspek pendukung agar penelitian ini berjalan dengan baik.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini di awali dengan pengaamatan sebagai persiapan samapai ke

tahap akhir yaitu pelaporan hasil penelitian dengan waktu penelitian yang di mulai

dari Oktober 2021 sampai selesai.

Tabel 3.1

Pelaksanaan Waktu Penelitian

Oktober November | Desember | Januari September
No Kegiatan 2021 2021 2021 2022 2022
11234112341 |2(3|4|1]2,3 113|5|7
1. | Pengajuan
Judul skripsi
2. | Penyusunan
Proposal
3. | Bimbingan
4. | Seminar
Proposal
5. | Pelaksanaan
Penelitian
6. | Koreksi,
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konsultsi dan

perbaikan

Seminar hasil

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif adalah suatu yang
mutlak, karena peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus
pengumpul data. Adapun keuntungan yang diperoleh dari kehadirannya peneliti
sebagai instrumen adalah subjek lebih tanggap akan kehadiran peneliti, peneliti
dapat menyesuaikan diri dengan setting penelitian, keputusan yang berhubungan
dengan penelitian dapat diambil dengan cara cepat dan terarah, demikian juga
dengan informasi dapat diperoleh melalui sikap dan cara informan dalam
memberikan informasi.

Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus
penelitian, memilih informan sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai
kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas
temuannya (Sugiyono, 2018). Menurut Nasution, kehadiran peneliti sebagai
instrumen penelitian serasi untuk penelitian kualitataif itu sendiri karena memiliki
ciri-ciri:

1. Peneliti sebagai instrumen dapat bereaksi terhadap segala stimulus
dari lingkungan yang harus diperkirakan bermakna atau tidak bagi
penelitian.

2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek

keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.
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3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrument yang
dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia.

4.  Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami
dengan pengetahuan semata, namun perlu sering merasakannya,
menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita.

5. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan
berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan
segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan,
perbaikan atau perelakan (Sugiyono, 2018).

Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan izin kepada pihak Bank untuk melakukan

penelitian.

2. Pengumpulan data.

3. Analisis dan penelitian.

4. Kesimpulan.

Data Dan Sumber Data
1. Data

Jenis data dalam penelitian ini yakni data kualitatif yang disajikan dalam
bentuk kata verbal dan bukan dalam bentuk angka, data kualitatif dalam

penelitian ini yaitu:
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a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli
data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian
sebagai bahan informasi yang dicari.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data-data yang menjadi bahan penunjang
yang melengkapi dalam suatu analisis.
2. Sumber Data
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan
informasi secara langsung. Sumber data primer dalam penelitian ini
adalah data yang bersumber dari hasil wawancara yang diperoleh
langsung dari objek penelitian yaitu pada Bank Syariah Indonesia
(BSI) Cabang Binjai.
b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang bersumber
dari artikel, internet, buku serta dari sumber lainnya yang
menyangkut tentang pengalihan (take over) yang terjadi pada Bank
Syariah Indonesia (BSI) Cabang Binjai.
Teknik Pengumpulan Data
1.  Observasi
Dalam hal ini peneliti secara langsung datang ke lokasi penelitian

untuk memperoleh data serta informasi mengenai transaksi pengalihan
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(take over) yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang

Binjai.

2. Wawancara

Adapun wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas

terpimpin, yaitu peneliti membawa pedoman wawancara yang merupakan

garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan, namun tidak menutup

kemungkinan untuk mengajukan pertanyaan di luar pedoman yang sudah

disiapkan. Wawancara ini peneliti dapat mengetahui lebih lanjut

mengenai informasi yang sesungguhnya tidak tampak jika hanya

dilakukan dengan observasi semata, dalam penelitian ini peneliti akan

mewawancarai staff dibagian pengalihan (take over) yang ada di Bank

Syariah Indonesia (BSI) Cabang Binjai.
G. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian terkumpul selanjutnya
data tersebut dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif.
Dengan demikian akan terlihat kesesuaian ideal dalam teori dengan kenyataan
di lapangan (penelitian) selanjutnya dengan diketahui adanya perbedaan-
perbedaan tersebut dijadikan landasan dalam melakukan analisa, dan tahap
akhir dalam penelitian ini adalah menarik kesimpulan dimana penulis
menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan menarik suatu kesimpulan
yang bertitik tolak dari pengetahuan yang umum digunakan untuk menilai

suatu kejadian yang khusus.
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H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan
keabsahan data. Dalam penelitian ini untuk memeriksa keabsahan temuan,
peneliti memilih keabsahan data dengan pendekatan triangulasi sumber untuk
mengungkap dan menganalisis masalah-masalah yang dijadikan obyek
penelitian. Dengan demikian analisis data menggunakan metode triangulation
observers. Yang mana peneliti menggali kebenaran informai tertentu melalui
berbagai metode dan sumber perolehan data yakni melalui wawancara dan
observasi. Peneliti juga menggunakan observasi terlibat (participant
obervation), dokumen tertulis, arsif, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan
atau tulisan pribadi. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti
atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan
(insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

Triangulasi yang peneliti lakukan yaitu dengan memeriksa keabsahan
data yaitu dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data yang digunakan
sebagai bahan perbandingan, setelah itu peneliti melakukan cross check agar
hasil yang diteliti dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan
triangulasi sumber dan triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Adapun yang dimaksud dengan triangulasi sumber adalah tehnik untuk
menguji kredibilitas data, tehnik ini dilakukan dengan cara mengecek data
yang diperoleh dari berbagai sumber. Triangulasi tehnik adalah tehnik untuk
menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber

yang sama tetapi dengan tehnik yang berbeda (Sugiyono, 2018) dan triangulasi
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waktu dalah tehnik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan

cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda (Hardani, et.al., 2020).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia
1.  Profil Bank Syariah di Indonesia

Pelopor berdirinya perbankan syariah di Indonesia adalah Bank Muamalat
pada tahun 1991. Bank ini dilahirkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Ikatan
Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), pengusaha Muslim dan juga pemerintah.
Sayangnya bank tersebut kurang popular dan kinerjanya stagnan, baru setelah
krisis ekonomi dan reformasi, Bank Muamalat mulai dilirik nasabah.
Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur
keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank muamalat sebagai bank syariah
pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu
menerapkan system ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis
moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank
konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan system bunganya.

Sementara perbankan yang menerapkan system syariah dapat tetap eksis dan
mampu bertahan. Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis keuangan global yang
melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah
kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga
keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta
keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam
dan para penyimpan dana di bank-bank syariah. Hal ini dapat dibuktikan dari
keberhasilan bank Muamalat melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan

menunjukkan Kkinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sepeser pun
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bantuan dari pemerintah dan pada krisis keuangan tahun 2008, bank Muamalat
bahkan mampu memperoleh laba Rp. 300 miliar lebih.

Perbankan syariah sebenarnya dapat menggunakan momentum ini untuk
menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan dan kebal krisis dan
mampu tumbuh dengan signifikan. Oleh karena itu perlu langkah-langkah
strategis untuk merealisasikannya. Langkah strategis pengembangan perbankan
syariah yang telah di upayakan adalah pemberian izin kepada bank umum
konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau
konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis ini
merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang — Undang perbankan no.
10 tahun 1998.

Undang-undang pengganti UU no.7 tahun 1992 tersebut mengatur dengan
jelas landasan hukum dan jenisjenis usaha yang dapat dioperasikan dan
diimplementasikan oleh bank syariah pencapaian perbankan syariah sungguh
membanggakan dan terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank. Jika pada
tahun 1998 hanya ada satu Bank Umum Syariah dan 76 Bank Perkreditan Rakyat
Syariah, maka pada Desember 2009 (berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah
yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia) jumlah bank syariah telah mencapai 31
unit yang terdiri atas 6 Bank Umum Syariah dan 25 Unit Usaha Syariah. Selain
itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 139 unit

pada periode yang sama (Marimin & Romdhoni, 2017).
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2. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang

Binjai

Komisaris Utama

Mulya E. Marpaung

S

ubari Eko

Komisaris Independen

Nugrah Dimas Widiyanto

Direktur Utama

Bambang Subari

Direktur
Wholesale
Banking
Toni

Siregar

Direktur
Financing
Risk and
Recovery
Anwar

Yandi

Direktur
Technology
and
Operation
Ahmad

Nugroho

Direktur
Finance
and
Strategy

Ade Syafi’i

Kepala
Cabang
Hasri

Hasibuan

SEVP
Retail
Banking
Niken

Handayani

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Cabang Binjai, Binjai

Timur, Kota Binjai.
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3. Job Description Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Binjai
a.  Komisaris Utama
Melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan Yyang
nasihat berkenaan dengan kebijakan direksi dalam menjalankan
perusahaan. Memberikan masukan-masukan yang berguna bagi
perusahaan.
b.  Komisaris Independen
Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan juga mewakili
kepentingan Pemegang Saham minoritas.
c.  Direktur Utama
Mengkoordinasikan, mengawasi serta memimpin manajemen
Perseroan dan memastikan semua kegiatan usaha Perseroan dijalankan
sesuai dengan visi, misi dan nilai Perseroan; mengawasi dan menelaah
manajemen risiko, sistem pengendalian internal Perseroan, tata kelola
perusahaan untuk kepentingan Pemegang Saham.
d.  Direktur Wholesale Banking
Mengarahkan dan menetapkan strategi dan kebijakan bidang tugas
yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan visi, strategi dan
kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan
e.  Direktur Financing Risk and Recovery
1) Melaksanakan pengurusan Perseroan sesuai bidang tugas
yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau

Rapat Direksi.
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2) Mengarahkan dan menetapkan strategi dan kebijakan bidang
tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan
visi, strategi dan kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan.

3) Menyusun dan menetapkan rencana Kkerja, rencana
pengembangan bisnis dan sumber daya manusia di bidang tugas
yang menjadi tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan
dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.

Direktur Technology and Operation

1) Melaksanakan pengurusan Perseroan sesuai bidang tugas
yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau
Rapat Direksi.

2) Mengarahkan dan menetapkan strategi dan kebijakan bidang
tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan
visi, strategi dan kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan.

3) Menyusun dan menetapkan rencana Kkerja, rencana
pengembangan bisnis dan sumber daya manusia di bidang tugas
yang menjadi tanggungjawabnya untuk kepentingan Perseroan
dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.

Direktur Finance and Strategy

1) Mengarahkan, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan
pelaksanaan pengurusan Perseroan di bidang Finance &
Treasury sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan

RUPS Perseroan, dan peraturan perundangan.
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2) Mengarahkan, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan unit
kerja dan perusahaan anak yang berada di bidang Finance &
Treasury, serta berkoordinasi dengan Direktur lainnya.

3) Memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinasi
pengembangan serta penawaran produk-produk Finance &
Treasury yang terbaik dan memastikan bahwa pengembangan
serta penawaran tersebut merupakan produk yang berkualitas
dan berdaya saing tinggi.

Kepala Cabang

1) Mengawasi serta melakukan koordinasi dari kegiatan
operasional

2)  Memimpin kegiatan pemasaran kantor cabang

3) Memonitor segala kegiatan operasional perusahaan (lingkup
kantor cabang)

4)  Memantau prosedur operasional manajemen risiko

5)  Melakukan pengembangan kegiatan operasional.

SEVP Retail Banking

1)

2)

Melaksanakan pengurusan Perseroan sesuai bidang tugas yang
ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat
Direksi.

Mengarahkan dan menetapkan strategi dan kebijakan bidang
tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan

visi, strategi dan kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan.
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Pertanyaan Wawancara
Bagaimana prosedur umum pengajuan take over nasabah pembiayaan Bank
Syariah Indonesia Kantor Cabang Binjai. Berdasarkan hasil wawancara
dengan responden adalah:

Proses take over tentu harus dilakukan dengan sebuah surat perjanjian,
sehingga kedua belah pihak yang terlibat didalamnya tidak mengalami
kerugian. Serta melengkapi Syarat yang dibutuhkan untuk melakukan take
over Pembiayaan nasabah dimana persyaratannya sama dengan persyaratan
yang ditetapkan oleh bank ketika pengajuan sebelumnya, bahkan bank akan
meminta kelengkapan identitas diri seperti KTP dan KK yang akan di take
over.

Bagaimana pelaksanaan take over nasabah pembiayaan Bank Syariah
Indonesia Kantor Cabang Binjai.

Sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 31 Tahun 2002 tentang
pengalihan hutang dimana BSM dalam pelaksanaan pengalihan hutang
menggunakan akad gardh, Murabahah dan musyarakah. Pelaksanaan take
over pembiayaan KPR melibatkan pengalihan hutang dalam penelitian ini
adalah pengalihan kredit dalam dunia pebankan.

Akad apakah yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang
Binjai untuk melakukan take over nasabah pembiayaan.

Akad yang digunakan dalam take over nasabah peralihan pembiayaan
Bank Syariah Indonesia dari Bank Syariah Kompetitor Di Kota Binjai
adalah menggunakan Akad Qard, musyarakah dan Murabahah.

Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sistem peralihan atau take

over pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Binjai.
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1)  Terjadi Kaarena Persetujuan (Secara Langsung)

a) Inisiatif Kreditur

b) Inisiatif Debitur
2)  Terjadi Karena Undang-Undang (Secara Tidak Langsung)

e.  Apakah kerja sama yang dilakukan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang
Binjai dengan pihak lain dalam melakukan peralihaan nasabah.

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Binjai mempunyai kerjasama
dengan perusahaan/instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) agar bisa dikenal oleh masyarakat dengan mudah.

f. Apa saja yang dilakukan layanan kemudahan yang diberikan Bank Syariah
Indonesia Kantor Cabang Binjai terhadap nasabahnya.
Adalah dengan menawarkan Berbagai Produk BSI lainnya, serta
mengadakan program hadiah agar nasabah  mangajukan take over
pembiayaan. Bank Syariah Indonesia juga memberikan Berbagai sovenir
kepada nasabah seperti agenda, mug, ballpoint dll.
B. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Sistem Peralihan Atau Take Over

Pembiayaan di BSI Cabang Binjai

Pembiayan pada Bank Syariah merupakan suatu bentuk pembiayaan
sebagaimana diatur dalam Al-Quraan dan ucapan dari Nabi Muhammad S.A.W.
jadi hukum Islam berasal dari teks yang terungkap dari sebuah norma yang saling
berhubungan yang melarang kegiatan pengambilan keuntungan (intrest making)
dan kegiatan spkulatif yang tidak pantas Menurut Muhammad Kawas Qal’aj,
sebagaimana dikutip Muhammad Syafii Antonio, perkataan Murabahah berasal

dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan “pengertian memukul atau berjalan
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lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha”.
Secara tehnis Murabahah berarti:

Akad kerjasama usaha antara dua pihak pertama (shahibul maal)
menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola
(H. Hasibuan, 9 Januari 2022) Keuntungan usaha secara Murabahah dibagi
menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi
ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian
sipengelola. Seandainya kerugian itu disebabkan karena kecurangan atau kelalaian
pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dengan demikian pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan yang
disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha
yang produktif. Dalam kegiatan penyaluran dana oleh Bank Syariah melakukan
investasi dan pembiayaan, disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah
prinsip penanaman dana atau penyertaan dan keuntungan yang diperoleh
bergantung pada kinerja Enterpreneur dan usaha yang menjadi objek penyertaan
tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.
Selanjutnya disebut pembiayaan karena Bank Syariah menyediakan dana guna
membiayai kebutuhan nasabah/mudharib atau mudharib yang membutuhkan dan
layak untuk memperoleh pembiayaan tersebut, sehingga mekanisme daripada
pembiayaan Murabahah pada dasarnya terletak pada kerjasama yang baik antara
Bank Syariah dan mudharib.

Take Over pembiayaan adalah pengambilalihan pembiayaan yang
merupakan suatu istilah dipakai dalam dunia perbankan dalam hal pihak ketiga
memberi kredit kepada debitur yang bertujuan untuk melunasi hutang/kredit

debitur kepada kreditur awal dan memberikan kredit baru kepada debitur sehingga
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kedudukan pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kreditur awal. take over
credit merupakan peristiwa dalam hal pihak ketiga memberi kredit kepada debitur
yang bertujuan untuk melunasi utang/kredit debitur kepada kreditur awal dan
memberikan kredit baru kepada debitur sehingga kedudukan pihak ketiga ini
menggantikan kedudukan kreditur awal (Maulida et al., 2021).

Gambar 4.2 Mekanisme Pelaksanaan BSI cabang Binjai

Take over pembiayaan di Bank
Syariah Indonesia (BSI)

Cabang Binjai
Setelah itu kedudukan kreditur Pihak ketiga bertindak sebagai
baru menjadi pihak pertama, kreditur baru untuk membayar
yaitu pihak yang memberi sisa utang nasabah terhadap
pembiayaan kreditur lama

Utang piutang yang lama
dan segala kewajiban
antara pihak kreditur dan
debitur dihapus

Kemudian dihidupkan
kembeali bagi kepentingan
pihak ketiga

Dalam hal take over pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang
Binjai tersebut, pihak ketiga yang bertindak sebagai kreditur baru untuk
membayar sisa utang nasabah terhadap kreditur lama. Utang piutang yang lama
dan segala kewajiban antara pihak kreditur dan debitur dihapus, untuk kemudian
dihidupkan kembali bagi kepentingan pihak ketiga. Melalui take over
pembiayaan, maka setelah itu kedudukan kreditur baru menjadi pihak pertama,
yaitu pihak yang memberi pembiayaan. Debitur tetap menjadi pihak yang

berutang, dan kreditur lama menjadi kepada kreditur yang baru.
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Dalam dunia bisnis perbankan, take over pembiayaan merupakan suatu
istilah yang dipakai dalam hal pihak ketiga memberi kredit kepada debitur yang
bertujuan untuk melunasi utang debitur kepada kreditur awal dan memberikan
kredit baru kepada debitur, sehingga kedudukan pihak ketiga ini menggantikan
kedudukan kreditur sehingga dalah hal ini dapat dikatakan bahwasannya pihak
bank dan nasabah pergi ke bank nasabah yang dimana nasabah berutang dan dari
nasabah dan pihak bank masing-masing membawa uang untuk melunasi utang
yang sedang berjalan, setelah dilakukan hal ini oleh debitur pada kreditur lama
maka setelah itu pihak bank menyuruh nasabah yang akan beralih ke kantor Bank
Syariah Indonesia cabang Binjai yang dimana nasabah disuruh oleh pihan bank
menayakan utang nasabah dimana dia menyimpan uang dan menayakan sisa utang
untuk pelunasaan di bulan berjalan (H. Hasibuan, 9 Januari 2022).

Pelaksanaan take over pembiayaan di Bank Syariah Indonesia kantor cabang
Binjai Timur, Kota Binjai. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hasri
Hasibuan, selaku Kepala Cabang BSI KC Binjai, secara garis besar dimulai
dengan adanya kesepakatan antara nasabah dengan bagian pemasaran (marketing)
Bank untuk melakukan take over pembiayaan dimaksud, dalam hal ini apabila
penawaran datang dari pihak Bank (H. Hasibuan, 9 Januari 2022). Namun ada
kalanya juga nasabah sendiri yang datang dan mengajukan permohonan take over.
Sebelum kesepakatan terjadi, bagian marketing Bank juga menjelaskan kepada
calon nasabah beberapa prosedur dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam
pelaksanaan take over dimaksud, seperti:

a.  Pembiayaan hanya dilakukan dengan prinsip syariah;

b. Akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut dapat berbentuk

akad Murabahabh, istishna’, musyarakah, Murabahah, dan ijarah;
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c.  Penetapan margin, nisbah bagi hasil dan/atau fee yang diminta oleh
Bank mengacu kepada ketentuan-ketentuan masing-masing akad dan
ditetapkan pada saat akad tersebut dibuat (H. Hasibuan, 9 Januari
2022).

Dalam hal ini, Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang, Binjai Timur,

Kota Binjai, menggunakan salah satu alternatif dalam pembiayaan take over di

Bank Syariah, yaitu Akad yang di gunakan di BSI KC Binjai ialah (Qard Wall

Murabahah) (H. Hasibuan, 9 Januari 2022):

1.  Bank syariah memberikan Qardh kepada nasabah sesuai Fatwa DSN-MUI
Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Dengan Qardh tersebut nasabah melunasi
utangnya, maka aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik
nasabah secara penuh;

2. Nasabah menjual asset tersebut kepada bank syariah, dengan hasil penjualan
itu nasabah melunasi Qardh-nya kepada bank; dan

3. Bank syariah kemudian menjual aset secara Murabahah, yang telah menjadi
miliknya kepada nasabah dengan pembayaran secara cicilan.

Sebagaimana yang ditentukan dalam keputusan Fatwa Dewan Syariah
Nasional Nomor .07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Murabahah
ditentukan pada prinsipnya dalam pembiayaan Murabahah tidak ada jaminan,
agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini
hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap
hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Adapun peraturan otoritas jasa keuangan tentang pengalihan pembiyaan

sebagai Kegiatan Pembiayaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
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ayat (1) huruf a dan/atau Pembiayaan Modal Kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf b ditujukan untuk Debitur yang:
a.  memiliki usaha produktif; dan/atau
b.  memiliki ide untuk pengembangan usaha produktif (penjelasan atas &
/POJK.05/2015, 2015).

Untuk memastikan kinerja mudharib sesuai dengan syarat- sayarat yang
terdapat dalam kontrak, biasanya pihak bank mempersyaratkan bagi pemohon
pembiayaan Murabahah untuk menyatakan jenis jaminan yang dapat mereka
berikan kepada Bank Syariah.

Berikut merupakan contoh dari akad Murabahah, Anda mantan pegawai
dengan jabatan terakhir sebagai manajer pemasaran disebuah perusahaan kurir
ternama. Anda sudah 20 tahun malang melintang di dunia perkuriran, dan keluar
dari perusahaan Anda sebelumnya karena ingin mulai berbisnis kurir. Dengan
jaminan tanah 100 meter persegi, Anda mengajukan pembiayaan bisnis kurir yang
membutuhkan modal Rp100 juta.Bank syariah menyepakati pembiayaan tersebut
dengan kesepakatan nisbah 60:40. Setiap bulan, Anda harus menyetor laporan
laba rugi dan berbagi kesepakatan apakah dibayar sekaligus pada saat berakhirnya
kontrak Murabahah atau dicicil. Dalam Murabahabh istilah profit and loss sharing
tidak tepat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungannya saja (profit), tidak
termasuk kerugiannya (loss).

Keuntungan usaha secara Murabahah dibagi menurut kesepakatan yang
dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal
selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.Seandainya kerugian itu
diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola

harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam Murabahah yang dibagi
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hasilkan adalah pendapatan.Pendapatan terkecil adalah nol. Maka dimaksudkan
kerugian dalam Murabahah adalah ketidak mampuan nasabah dalam membayar
cicilan pokok senilai pembiayaan yang telah diterimanya, atau jumlah seluruh
cicilan lebih kecil dari pembiayaan yang telah diterimanya.

Adanya jaminan atau penjamin dari nasabah/ mudharib kepada pihak bank
syari’ah bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko-resiko
seperti  nasabah/mudharib tidak mempergunakan dana yang diberikan
sebagaimana mestinya atau hanya memberikan keuntungan pembiayaan tersebut
kepada dirinya pribadi saja atau yang dikenal dengan Moral Hazard.

Maka Bank Syariah dapat menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika
menyalurkan pembiayaan kepada nasabah/mudharib antara lain:

1.  Menetapkan syarat agar jumlah atau nilai jaminannya lebih besar dari

modal yang dipinjam oleh nasabah/mudharib;

2. Menetapkan syarat agar nasabah/mudharib melakukan bisnis yang

resikonya lebih rendah;

3. Menetapkan syarat agar nasabah/mudhrib melakukan bisnis dengan

arus kas yang transparan; dan

4.  Menetapkan syarat agar nasabah/mudharib melakukan bisnis yang

biaya tidak terkontrolnya rendah.

Penyerahan jaminan untuk pembiayaan Murabahah ini harus dipenuhi oleh
nasabah/mudharib kepada Bank Syariah dalam rangka mengamankan dana
masyarakat dan kepercayaan yang diberikan terhadap Bank Syariah sebagai

pengelola uang yang terhimpun dari masyarakat.
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C. Faktor-Faktor Apakah Yang Menyebabkan Terjadinya Sistem
Peralihan Atau Take Over Pembiayaan di BSI Cabang Binjai
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Cabang Bank Syariah

Indonesia Kantor Cabang Binjai Timur, Kota Binjai, Bapak Hasri Hasibuan, pada

tanggal 09 Januari 2022, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya take

over pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Binjai Timur, Kota

Binjai, yaitu (H. Hasibuan, 9 Januari 2022):

1.  Faktor Internal.

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari BSI sendiri yang
berhubungan dengan manajemen tentang pembiayaan. Beberapa faktor internal
yang dapat mempengaruhi terjadinya take over pembiayaan dari Bank
Konvensional ke Bank Syariah, khususnya di BSI KC Binjai Timur, Kota Binjali,
antara lain sebagai berikut:

a. Kemudahan persyaratan yang ditawarkan BSI dalam take over
pembiayaan, seperti sisa pokok pinjaman di bank yang lama dibeli
atau diambil alih Bank Syariah. Umumnya dalam hal ini yang
digunakan adalah akad Murabahah.

b.  Lebih menguntungkan dari segi pricing. Untuk beberapa produk-
produk tertentu di Bank Syariah menawarkan price yang lebih murah
dari segi pasar nasional, sehingga masyarakat yang cenderung ingin
lebih diuntungkan secara finansial berpindah dari Bank Konvensional
ke Bank Syariah.

c.  Butuh penambahan plafond dari pembiayaan take over ini. Mungkin
saja di Bank Konvensional tidak memungkinkan untuk menambah

plafond pinjaman tetapi Bank Syariah memungkinkan untuk
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penambaha plafond tersebut, sehingga otomatis pindah karena adanya
kelebihan fasilitas yang didapat.

Ada beberapa produk di BSI yang installment nya lebih menarik. Di
BSI tidak mengenal adanya istilah floating, yang mana floating
dimaksud  mengandung  unsur  “ketidakjelasan”. = Adanya
“ketidakjelasan™ disini maskudnya karena floating mengikuti sistem
suku bunga sehingga nasabah tidak mengetahui dengan jelas dan pasti
berapa tepatnya jumlah yang harus dibayarkan setiap bulannya kepada
Bank, karena jumlahnya berbeda mengikuti suku bunga yang tidak
tetap tersebut. Di Bank Syariah sifatnya tetap, pun jika ada yang
bertingkat maka akan dijelaskan diawal perjanjian sehingga jika sudah
diketahui diawal maka nasabah tidak akan merasa “tertipu”.

Berbasis bagi hasil. Dalam Bank Syariah juga tidak mengenal istilah
bunga, melainkan nisbah (porsi bagi hasil). Artinya, berapapun besar
jumlah yang didapat oleh hasil usaha nasabah, baik besar maupun
kecil, maka bagi hasilnya tetap sama sesuai yang diperjanjikan diawal.
Jika di Bank Konvensional besar kecilnya jumlah yang didapat dari
hasil usaha nasabah, maka bunga yang diberikan kepada Bank juga
tetap, sehingga jika jumlah hasil usaha nasabah kecil, nasabah tetap
terbebani dengan jumlah bunga yang besar.

Adanya promo banking yang diberikan bank dalam rangka menarik
nasabah yang umumnya dilakukan secara personal, yaitu memberikan
informasi dan penjelasan tentang produk pembiayaan syariah melalui
take over. Hal-hal yang dapat memberikan keuntungan lebih kepada

nasabah, baik dari segi sistem maupun dari pola pembiayaan.
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2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar BSI, dalam hal ini

berasal dari nasabah maupun lingkungannya. Beberapa faktor eksternal yang

dapat mempengaruhi terjadinya take over pembiayaan dari Bank Konvensional ke

Bank Syariah, khususnya di BSI KC Binjai Timur, Kota Binjai, antara lain

sebagai berikut:

a.

Masyarakat yang mulai ingin menerapkan sistem syariah, karena ingin
mencari keberkahan. Semakin banyaknya komunitas-komunitas
Hijrah dan banyaknya Kajian juga mempengaruhi minat masyarakat
untuk berpindah dari sistem konvensional ke sistem syariah
dikarenakan ingin mencari yang Halalan Thayyiban.

Adanya suku bunga di Bank Konvensional yang sudah mengalami
peningkatan. Peningkatan suku bunga pada bank sebelumnya akan
meningkatkan beban kepada nasabah, dimana dalam kondisi tersebut
nasabah akan berusaha mencari jalan keluar, termasuk dengan
melakukan take over ke Bank Syariah.

Adanya pelayanan perbankan di Bank Konvensional yang membuat
nasabah kecewa sehingga mempengaruhi kepercayaan nasabah akan

bank tersebut, dan memutuskan pindah ke Bank Syariah.

D. Akad Apakah Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Sistem Peralihan

Atau Take Over Pembiayaan di BSI Cabang Binjai

Dalam pelaksanaan akad di Bank Syariah Indonesia kantor cabang Binjai

Timur, Kota Binjai berdasarkan wawancara dengan Bapak Hasri Hasibuan, selaku

kepala cabang Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Binjai Timur, Kota Binjai,

seperti dibawah ini (H. Hasibuan, 9 Januari 2022):
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Struktur pembiayaan, menyangkut jenis pembiayaan, tujuan
pembiayaan, harga beli, margin, harga jual, angsuran pendahuluan,
angsuran ditangguhkan, pembiayaan bank, jangka waktu, angsuran
per bulan, cara pencairan, denda keterlambatan, serta biaya-biaya
(administrasi dan lain-lain).

Jaminan, menjelaskan jenis dan lokasi jaminan.

Syarat-syarat penandatanganan akad pembiayaan.

Syarat pencairan.

Lain-lain.

Di atas merupakan sebuah kesepakatan, maka calon nasabah mengajukan

surat permohonan pembiayaan kepada BSI dengan menjelaskan kondisi

pembiayaan yang akan di take over. Setelah itu maka BSI menerbitkan Surat

Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3).

Syarat-syarat penandatanganan akad pembiayaan, yaitu:

a.

Nasabah dan pasangan telah mengembalikan asli Surat Penegasan
Persetujuan Pembiayaan (SP3) yang telah ditandatangani diatas
materai secukupnya.

Nasabah bersedia membayar angsuran setiap bulannya dengan tertib
sesuai jadwal;

Bila nasabah tidak bekerja lagi, maka bank berhak untuk memperoleh
prioritas pertama pembayaran atas segala hak yang diperoleh nasabah
dari tempat kerjanya, kecuali jika nasabah dapat melanjutkan dan
membayar angsuran pembiayaan dari sumber yang dapat diyakini oleh

bank.
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Telah menyelesaikan Surat Kuasa Pendebatan Rekening di PT. Bank

Syariah Indonesia untuk melakukan atas, namun tidak terbatas pada :

1. Pembayaran biaya asuransi jiwa dan kerugian;
2. Pembayaran angsuran per bulannya;

3. Pembayaran biaya materai;

4. Pembayaran biaya notaris;

5. Pembayaran denda keterlambatan.

Telah menyerahkan surat pernyataan atas kesediaan nasabah antara
lain untuk menandatangani kuasa menjual secara notaril apabila
nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada Bank.

Telah menyerahkan bukti lunas kartu kredit.

Setelah dilengkapi, maka dilakukan penandatanganan akad Qardh,

yaitu akad pembiayaan antara Bank Syariah Indonesia dengan nasabah

untuk mengambil alih pembiayaan dari Bank Konvensional yang
sebelumnya ke Bank Syariah Indonesia. Setelah itu dilakukan
pencairan pembiayaan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Telah melakukan penandatanganan akad pembiayaan dan
pengikatan agunan dengan Hak Tanggungan dan telah
didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta
dibuktikan dengan cover note dari notaris.

2. Telah membuka rekening di Bank Syariah Indoensia dan
menyetor biaya cadangan untuk pembayaran biaya yang terkait
dengan perjanjian pembiayaan.

3. Telah mencadangkan satu kali angsuran di rekening Bank

Syariah Indonesia dan diblokir sampai pembayaran selesai.
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4. Telah menyerahkan Outstanding terakhir dari PT. Bank
Syariah Indoensia kantor cabang Binjai Timur, Kota Binjai.
5. Pencairan bertahap (H. Hasibuan, 9 Januari 2022).

Nasabah juga menandatangani Surat Sanggup Yyang menyatakan
kesanggupan nasabah untuk membayar angsuran per bulan kepada BSI.
Selanjutnya dilakukan pengikatan akad Qardh, yaitu akad pembiayaan antara BSI
dan nasabah untuk mengambil alih pembiayaan dari Bank Konvensional yang
sebelumnya ke Bank Syariah Indonesia kantor cabang Binjai Timur, Kota Binjai.

Salah satu klausul dalam perjanjian pembiayaan Qardh tersebut adalah
perihal tujuan penggunaan pembiayaan, yang ditulis dengan jelas bahwa
pemberian pembiayaan digunakan untuk proes peralihan take over dari kreditur
awal. Setelah penandatanganan akad Qardh, maka diantara kedua belah pihak
telah terjadi kesepakatan bahwa pihak BSI menjadi kreditur baru atas debitur
tersebut menggantikan Bank Konvensional sebagai posisi kreditur awal. Fungsi
dari ditulisnya klausul tujuan perjanjian adalah untuk melindungi kepentingan
pihak BSI dalam hal adanya kepastian hukum bahwa uang yang dipakai oleh
debitur untuk pelunasan berasal dari kreditur sebelumnya.

Setelah akad dan pengikatan jaminan ditandatangani, maka debitur
melakukan pelunasan kepada kreditur awal dan mengambil asli bukti jaminan
yang berada di tangan kreditur awal tersebut. Setelah pelunasan dilakukan, maka
debitur wajib meminta asli sertifikat dan bukti slip pelunasan yang dicetak
validasi tnda lunas oleh pihak kreditur awal. Tujuannya adalah agar kreditur awal
sudah tidak memiliki alas hak untuk menerima pembayaran apapun terkait dengan
kredit, termasuk angsuran, bunga, dan denda di masa mendatang karena telah

adanya bukti lunas tersebut.
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Proses pemberian slip tanda pelunasan harus dilakukan pada hari yang sama
dengan penandatanganan perjanjian kredit. Hal ini dilakukan sebagai bukti kepada
kantor pusat bahwa BSI KC Binjai Timur, Kota Binjai telah melakukan peralihan
kredit sesuai dengan tanggal perjanjian kredit yang telah dibuat.

Peristiwa peralihan kredit ini memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada
peristiwa subrogasi, yaitu adanya penggantian hak kreditur oleh pihak ketiga,
adanya pembayaran yang dilakukan pihak ketiga terhadap kreditur dan terjadi
karena perjanjian yang dibuat antara pihak debitur dengan pihak ketiga.

Subrogasi terjadi dengan dipenuhinya kewajiban debitur oleh pihak ketiga.
Kewajiban yang dipenuhi oleh pihak ketiga adalah pembayaran pelunasan kredit
kepada kreditur awal yang untuk selanjutnya pihak ketiga ini menjadi kreditur
baru atas debitur tersebut berdasarkan akta perjanjian yang telah dibuat dan
disepakati bersama antara debitur dan pihak ketiga, nasabah mendapatkan
kemudahan yang mana diberi oleh kantor cabang Bank Syariah Indonesia Binjai
Timur, Kota Binjai dengan memberikan fasilitas dapat dijemput ataupun dikirim
dari online dikarenakan BSI KC Binjai Timur, Kota Binjai telah menerapkan
sistem digital kepada nasabah ditengah masa pandemi yang sedang merata di
tengah-tengah masyarakat, serta adanya kerjasama antara instansi pemerintah
dengan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Binjai Timur, Kota Binjai agar
dapat memepekanalkan BSI kepada seluruh masyarakat, terkhusus masyarakat
Binjai (H. Hasibuan, 9 Januari 2022).

Pembiayaan take over dalam muamalah disebut pengalihan utang, di Bank
Syariah pembiayaan take over menggunakan akad Qardh, dimana utang nasabah
yang di take over ini terdiri dari utang pokok plus bunga. Proses penyelesaian

utang yang dialihkan secara take over ini diawali dengan pelunasan utang nasabah
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kepada Lembaga Keuangan Konvensional dengan menggunakan akad Qardh.
Qardh merupakan alah satu produk Perbankan Syariah yang mengacu pada
prinsip pinjam-meminjam yang tidak dibolehkan adanya tambahan sebesar
apapun.

E. Pembahasan

Hasil penelitian di atas merupakan proses penelitian lapangan yang telah
dilakukan peneliti selama penelitian berlangsung dengan memenuhi persyaratan
administrasi penelitian dari pengurusan surat izin penelitian mulai dari Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hingga persetujuan
Kepala Cabang Bank Syariah Indonesia, di Binjai Timur Kota Binjai yang
merupakan informan pada penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian
dengan metode kualitatif dengan pendekakan deskriptif analisis tentang analisis
peralihan pembiayaan nasabari pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Binjai
dari bank kompetitor di kota Binjai.

Take over atau disebut juga dengan pengalihan hutang adalah satu contoh
transaksi yang menggambarkan gaya hidup halal di Indonesia. Dalam praktiknya
di BSI pihak perbankan menjadi pihak ketiga yang memberi kredit kepada debitur
(nasabah) untuk melunasi hutang atau kredit debitur kepada kreditur awal (bank
mandiri syariah) dan memberikan kredit baru kepada debitur sehingga kedudukan
pihak ketiga ini menggantikan kedudukan debitur awal.

Proses take over tentu harus dilakukan dengan sebuah surat perjanjian,
sehingga kedua belah pihak yang terlibat didalamnya tidak mengalami kerugian.
Serta melengkapi Syarat yang dibutuhkan untuk melakukan take over Pembiayaan

nasabah dimana persyaratannya sama dengan persyaratan yang ditetapkan oleh
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bank ketika pengajuan sebelumnya, bahkan bank akan meminta kelengkapan
identitas diri seperti KTP dan KK yang akan di take over.

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Binjai mempunyai kerjasama
dengan perusahaan/instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
agar bisa dikenal oleh masyarakat dengan mudah, sehingga Bank Syariah
Indonesia menangkap baik adanya fenomena kebutuhan nasabah akan peralihan
transaksi pembiayaan. Pelayanan pengalihan hutang di Bank Syariah Indonesia
dilakukan pada produk pembiayaan yang tersedia di Bank Syariah Indonesia.

Akad yang digunakan dalam take over nasabah peralihan pembiayaan Bank
Syariah Indonesia dari Bank Syariah Kompetitor Di Kota Binjai adalah
menggunakan Akad Qard, musyarakah dan Murabahah. Dapat di kaitkan dengan
Fatwa-fatwa ekonomi syariah tentang pengalihan hutang dan take over juga terus
tumbuh di Indonesia. Selama ini praktik take over hanya dari bank konvensional
ke bank syariah, sekarang telah diatur take over dan pengalihan hutang sesama
bank syariah. DSN MUI juga sudah mengeluarkan ketentuan (fatwa) tentang
desain-desain akad pengalihan hutang dan piutang (take over) antar bank syariah.
Sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 31 Tahun 2002 tentang pengalihan
hutang dimana BSI dalam pelaksanaan pengalihan hutang menggunakan akad
gardh, Murabahah dan musyarakah. Pelaksanaan take over pembiayaan KPR
melibatkan pengalihan hutang dalam penelitian ini adalah pengalihan kredit dalam
dunia pebankan.

Bank Syariah memberikan gardh kepada nasabah yang kemudian digunakan
olen nasabah untuk melunasi (kredit) hutangnya pada Bank Konvensional.
Dengan demikian, asset yang telah dibeli nasabah menjadi miliknya secara penuh.

Kemudian nasabah menjual asetnya kepada Bank Syariah. Dan dengan hasil
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penjualan itu nasabah melunasi gardhnya kepada bank syariah. Lalu bank syariah
menjual secara Murabahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada
nasabah dengan pembayaran secara angsuran.

Dalam hal ini, skema tersebut berdasarkan Fatwa DSN Nomor
19/DSNMUI/IV/2001 tentang gardh dan Fatwa DSN Nomor 04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Murabahahberlaku dalam pelaksanaa pembiayaan
pengalihan hutang. Bank Syariah kompetitor memberikan gardh kepada nasabah
yang kemudian digunakan oleh nasabah untuk melunasi (kredit) hutangnya pada
Bank syariah mandiri, dan dengan demikian aset yang telah dibeli nasabah
menjadi miliknya secara penuh. Kemudian nasabah menjual asetnya kepada Bank
Syariah. Lalu Bank Syariah menyewakan aset tersebut kepada nasabah dengan
akad ijarahmuntahiyah bittamlik.

Dalam hal ini, skema tersebut berdasarkan Fatwa DSN Nomor
19/DSNMUI/IV/2001 tentang gardh dan Fatwa DSN Nomor 27/DSN-
MUI/111/2002 tentang ljarah Muntahiyah bittamlik berlaku pula dalam
pelaksanaan pembiayaan pengalihan hutang.

Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah
dapat melakukan akad ijarah dengan Bank syariah sesuai dengan Fatwa DSN
Nomor 09/DSN-MUI/IV/2002. Dan apabila diperlukan Bank syariah dapat
membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan akad gardh sesuai
dengan Fatwa DSNNomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Kemudian akad ijarah yang
digunakan oleh bank harus terpisah dari pemberian talangan yang berdasarkan
akad gardh tersebut. Besarnya imbalan jasa ijarah tidak boleh berdasarkan pada
jumlah talangan yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah. Dan didapati

faktor-faktor terjadinya take over yaitu:
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a.  Terjadi Karena Persetujuan (Secara Langsung)

1.

Inisiatif Kreditur, yaitu kreditur dan pihak ketiga bertemu dan sama-
sama mengetahui bahwa pihak ketiga akan menggantikan
kedudukannya sebagai kreditur atas debitur yang bersangkutan, take
over ini dilakukan dan dinyatakan dengan tegas bersamaan pada
waktu pembayaran, hal ini sesuai dalam pasal 1401 (1) KUHPerdata.

Inisiatif Debitur, yaitu pihak debitur meminjam uang kepada pihak
ketiga untuk melunasi hutangnya kepada kreditur dan menetapkan
bahwa pihak ketiga tersebut akan mengambil alih posisi kreditur.
Agar take over jenis ini sah baik perjanjian pinjam uang ataupun
pelunasananya harus dibuat dengan akta autentik, dan dinyatakan
secara jelas dan tegas bahwa tujuan pembayaran adalah untuk
melunasi hutang di kreditur awal dan secara tegas pula dalam bukti
pelunasan dinyatakan bahwa pelunasan ini berasal dari pihak ketiga.
Masih terdapat pertentangan mengenai perlu tidaknya bukti pelunasan
dibuat secara otentik, sebab prinsip dari pasal 1401 ayat 2
menerangkan bahwa tidak perlu campur tangan dari pihak kreditur.
Seandainya dibuat dalam bentuk autentik, maka antara pihak debitur
dan pihak ketiga serta pihak kreditur wajib untuk ikut menandatangani
akta autentik tersebut, yang berarti pihak kreditur tetap dilibatkan
dalam proses subrogasi. Oleh karenanya dianggap telah cukup
menjadi bukti bahwa tanda pelunasan harus berisi keterangan bahwa
pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang yang dipinjam dari

pihak ketiga sebagai kreditur baru. Subrogasi ini dapat dilakukan
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tanpa perlu campur tangan pihak kreditur. Hal ini sesuai dalam Pasal
1401 (2) KUHPerdata.
b.  Terjadi Karena Undang-Undang (Secara Tidak Langsung)

Take over ini diatur dalam pasal 1402 KUH Perdata yang salah satu ayatnya
menyatakan bahwa subrogasi terjadi pada saat seorang kreditur yang melunasi
hutang seorang debitur kepada seorang kreditur lain yang berdasarkan hak
istimewa atau hipotiknya mempunyai hak yang lebih tinggi daripada kreditur
pertama.

Take over atau peralihan pembiayaan dari Bank Syariah Kompetitor ke
Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Binjai sebagai kreditur baru dalam
transaksi take over. Dalam pelaksanaannya, Bank Syariah Kompetitor mengambil
alih pembiayaan debitur dengan membayar sisa kredit debitur pada kreditur lama.
Penyebab terjadi take over pembiayaan berhubungan dengan beberapa faktor,
salah satu faktor yang kerap terjadi adalah nasabah mendapatkan tawaran produk
dari Bank Syariah Indonesia yang mana nasabah tertarik untuk melakukan Take
over pembiayaan yang telah berjalan di bank syariah kompetitor.

Hal ini dapat berdampak merugikan pada bank syariah kompetitor yang
terkena take over karena sangat mempengaruhi margin keuntungan yang di
peroleh,juga mengakibatkan menurunnya peralihan pembiayaan pada Bank
Syariah itu sendiri. Sehingga penjelasan di atas sesuai dengan penelitian terdahulu
Elvi Nopita (2018) yang berjudul “Analisis take over nasabah pembiayaan KPR
bank syariah mandiri ke bank syariah kompetitor di kota medan (studi kasus pada
Bank Syariah Mandiri KCP Medan pulo brayan)” dimana penelitian ini
menyatakan bahwa “Penerapan pelaksanaan take over pembiayaan KPR Nasabah

Bank Syariah Mandiri sesuai dengan Skema yang berdasarkan ketentuan DSN
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MUI dengan memberikan akad gardh terlebih dahulu serta dilanjutkan dengan

akad musyarakah, Murabahah dan ijarah”.



BAB V
PENUTUP
B. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya terkait penelitian dengan
judul “Analisis Mekanisme Peralihan Pembiayaan Di Bank Syariah Indonesia
(BSI) Cabang Binjai” maka dapat diambil sebuah kesimpulan anatara lain sebagai
berikut:

Mekanisme dalam pelaksanaan sistem peralihan atau Take Over pembiayaan
di BSI cabang Binjai antara lain, sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-
MUI/IV/2021 memberikan Qardh kepada nasabah. Karena dengan memberikan
Qardh kepada nasabah akan melunasi utangnya dan aset yang dibeli dengan kredit
akan menjadi milik nasabah secara penuh. Ketika nasanah menjual aset kepada
bank syariah, dengan hasil tersebut penjualan itu akan melunasi Qardh nya kepada
bank dan bank syariah akan menjual aset secara Murabahah, yang telah menjadi
miliknya kepada nasabah dengan pembayaran secara cicilan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya take over pembiayaan di Bank
Syariah Indonesia Kantor Cabang Binjai Timur, Kota Binjai terdapat faktor
Internal maupun Eksternal. Internal tersebut meliputi kemudahan persyaratan
yang ditawarkan BSI dalam take over pembiayaan, lebih menguntungkan dari segi
pricing, butuh penambahan plafond dari pembiayaan take over, ada beberapa
produk di BSI yang installment nya lebih menarik, berbasis bagi hasil, adanya
promo banking yang diberikan bank dalam rangka menarik nasabah yang
umumnya dilakukan secara personal. Sedangkan faktor eksternal meliputi

masyarakat yang mulai ingin menerapkan sistem syariah dan adanya suku bunga

86
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di Bank Konvensional yang sudah mengalami peningkatan.

Akad yang digunakan dalam pelaksanaan sistem peralihan atau take over

pembiayaan di BSI cabang binjai adalah akad Qardh, yaitu akad pembiayaan

antara Bank Syariah Indonesia dengan nasabah untuk mengambil alih pembiayaan

dari Bank Konvensional yang sebelumnya ke Bank Syariah Indonesia.

C.

1.

SARAN

Bagi Bank Syariah Indonesia supaya lebih aktif lagi membuat
perkembangan sesuai era yang saat ini untuk mudah dijangkau dan
dipahami oleh masyarakat dalam penggunaanya serta, semakin mampu
menjalankan tugas baik dalam peralihan pembiyaan maupun idealnya dalam
perkembangan digitalisasi tanpa harus mengikuti sistem yang dipakai oleh
bank konvensional melibatkan anggotanya dan juga
masyarakat dalam kegiatan tersebut, dengan lebih sering memberikan
perhatian khusus pada masyarakat ataupun nasabah di Bank Syariah
Indonesia Cabang Binjai di saat adanya perkembangan yang terjadi, yang
menjadi inisiatif pihak perbankan untuk menjelaskan kepada masyarakat
dan nasabah.

Bagi masyarakat Desa, dapat melakukan peralihan pembiayaan sesuai era
digitalisasi ataupun perkembangan yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah
Indonesia Cabang Binjai, dapat menghargai dan saling menghormati,
sehingga konflik-konflik atau hambatan yang ada dalam penggunaan akses
Bank Syariah dapat terkendali dengan baik.

Diharapkan kepada semua pihak yang memiliki perhatian yang baik

terhadap program Bank Syariah Indonesia Cabang Binjai untuk menempuh
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perkembangan dikedepannya, agar memperhatikan akses yang didapati dari
bank tersebut.

Hendaknya masing-masing pihak mengetahui terjadinya akad hiwalah, baik
pihak anggota yang mengajukan pemindahan/pengalihan hutang ke Bank
Syariah Indonesia Kantor Cabang Binjai, pihak Bank Syariah Indonesia
yang menerima pemindahan hutang dan pihak lain yang mempunyai piutang
di tangan anggota, agar pelaksanaan ijab dan gabul dapat dinyatakan oleh

ketiga belah pihak, sebagaimana fatwa DSN-MUI tentang hiwalah.
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LAMPIRAN

DRAFT DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK ANALISIS

SISTEM PERALIKAN ATAU TAKE OVER PEMBIAYAAN DI BANK BSI

BINJAI

Butiran Pertanyaan

1.

Bagaimana prosedur umum pengajuan take over nasabah pembiayaan
(perseorangan maupun perusahaan) BSI Cabang Binjai?

Bagaimana pelaksanaan take over nasabah pembiayaan (perseorangan
maupun perusahaan) BSI Cabang Binjai?

Akad apakah yang digunakan BSI Cabang Binjai untuk melakukan take
over nasabah pembiayaan (perseorangan maupun perusahaan)?
Faktor-Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya sistem peralihan atau
take over pembiayaan di BSI Cabang Binjai?

Apa penyebab dan dampak yang terjadi jika nasabah (perseorangan maupun

perusahaan) mengajukan take over pembiayan BSI Cabang Binjai?
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Kami sampaikan bahwa selama pelaksanaan penelitian tersebut agar memperhatikan dan

mematuhi ketentuan sebagai berikut:
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Bank Syariah Indonesia Tbk. yang menyangkut prinsip-prinsip kerahasiaan bank;
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lapangan/magang bagi siswa sekolah menengah kejuruan/diploma;
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6. Peserta riset di bawah bimbingan dan pengawasan seorang pejabat bank;
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